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ABSTRAK 
 

Novita Rahmadhani (2024):  Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Oleh 

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan 

Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota 

Pekanbaru (Berdasarkan Peraturan Walikota 

Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 Tentang 

Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari 

Tindak Kekerasan) 

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan terkait 

kekerasan terhadap anak sangat sering terjadi dan adanya temuan mengenai 

kekerasan pada anak yang terjadi di Kota Pekanbaru. Di Kota Pekanbaru kasus 

kekerasan terhadap anak dari Tahun 2020 sampai Tahun 2023 mengalami 

kenaikan. Dimana pelaksanaan pencegahan kekerasan dilaksanakan oleh Dinas 

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat 

Kota Pekanbaru. 

Penelitian ini tergolong penelitian hukum empiris, dimana penulis secara 

langsung turun kelapangan untuk melakukan observasi mencari data yang 

diperlukan. Dengan menggunakan pendekatan pelaksanaan hukum maka 

dipergunakan data primer dan data sekunder dimana data sekunder terdiri dari 

bahan hukum primer, dan sekunder. Teknik sampel yang digunakan yakni 

purposive sampling, yang didasarkan pada pertimbangan khusus. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, 

wawancara, dokumentasi, angket atau kusioner dan studi kepustakaan. Serta 

menggunakan analisis data kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara 

induktif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pecengahan 

kekerasan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak belum 

efektif dikarekan program-program yang dilakukan belum terlaksana dengan baik 

dan hanya sedikit masyarakat yang mendapatkan program tersebut. Adapun 

programnya bekerja sama dengan instansi terkait seperti komnas HAM, forum 

anak, kejaksaan negeri, pengadilan negeri dan  juga dengan lembaga masyarakat 

juga mengadan sosialisasi dan mobil keliling untuk memudahkan akses 

masyarakat.  

Faktor-faktor penghambat Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan 

Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dalam pelaksanaan pecegahan kekerasan 

pada anak di Kota Pekanbaru adalah kurangnya sumber daya manusia, kurangnya 

anggaran/dana, dan kurangnya dukungan masyarakat pada program yang 

dilaksanakan oleh Dina Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 

Kata kunci:  Pencegahan, Kekerasan Terhadap Anak. 
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dan Karunia-Nya. Tiada kata lain yang dapat diucapkan selain kata syukur atas 
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DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas landasan hukum dan 

keadilan bagi seluruh warganya. Artinya, setiap kelwelnangan dan tindakan dari 

aparat nelgara atau pelnguasa harus sellalu belrpeldoman pada hukum atau, delngan 

kata lain, diatur olelh keltelntuan hukum. Hal ini akan melncelrminkan keladilan 

dalam intelraksi sosial antarwarga Nelgara.
1
 

Nelgara Indonelsia belrdasarkan Undang-Undang Dasar Nelgara Relpublik 

Indonelsia Tahun 1945 melnganut prinsip-prinsip nelgara hukum yang umum 

belrlaku. Pelrnyataan bahwa Indonelsia nelgara hukum sudah dinyatakan selcara 

telgas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Nelgara Relpublik Indonelsia 

Tahun 1945 melnyatakan bahwa Ne lgara Indonelsia ialah nelgara hukum. Nelgara 

hukum Indonelsia melnurut keltelntuan Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar 

Nelgara Relpublik Indone lsia Tahun 1945 adalah nelgara hukum yang delmokratis, 

artinya nelgara hukum Indonelsia melnggabungkan prinsip-prinsip relchtstaat dan 

rulel of law.
2
  Negara Indonesi adalah negara hukum maka warga negaranya harus 

menaati pearturan yang ada tidak melakukan kekerasan khusunya pada anak-anak 

yang belum bisa melindungi dirinya sendiri. 

Anak melrupakan amanah selrta anugelrah dari Tuhan Yang Maha ELsa yang 

selnantiasa kita jaga karelna me lrelka melmiliki harkat, nilai dan hak yang sangat 

                                                           
1
 Abdul Aziz Hakim, Ne lgara Hukum dan De lmokrasi, (Yogyakarta: Pustaka Pe llajar, 

2
 Widayati, Ne lgara Hukum, Konstitusi, Dan Pe lmbe lntukan Pe lraturan 

Pe lrundangundangan, (Se lmarang: Unissula Pre lss, 2016), h. 16-17. 
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mellelkat selbagai manusia yang pelrlu dilindungi. Hak anak adalah bagian dari hak 

asasi manusia yang telrdapat atau telrtulis dalam UUD 1945 dan Konvelnsi 

Pelrselrikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telntang Hak Anak. Dalam kaitannya delngan 

kelhidupan belrbangsa dan belrnelgara, anak melrupakan masa delpan bangsa dan 

gelnelrasi pelnelrus cita-cita bangsa pada masa delpan. Yang paling pelnting dari hak-

hak ini untuk dipelrtimbangkan adalah hak untuk hidup, karelna melrupakan hak 

yang suci, pada umumnya tidak bolelh dilanggar dan kelbelradaannya tidak bolelh 

dianggap relmelhkan.
3
 

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 

melnyatakan anak adalah se ltiap orang yang be llum belrusia 18 tahun (telrmasuk 

yang masih didalam kandungan), me lmbutuhkan dukungan dan pe lrlindungan dari 

lignkungan se lkitarnya agar dapat tumbuh dan be lrkelmbang selcara maksimal dalam 

prosels melnuju kelmatangan (delwasa).
4
  

Anak, dalam konte lks bahasa, belrarti gelnelrasi keldua atau kelturunan 

pelrtama, atau manusia yang masih kelcil. Melnurut Sugiri, selbagaimana dikutip 

dalam buku karya Maidi Gultom, “sellama tubuhnya masih melngalami prosels 

pelrtumbuhan dan pelrkelmbangan, selselorang dianggap masih anak-anak dan hanya 

dianggap delwasa seltellah prosels telrselbut sellelsai. Batas umur anak-anak adalah 

                                                           
3
 Muhammad Fachri Said, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak 

Asasi Manusia”, Jurnal Cendekia Hukum, : Volume 4., Nomor 3., September (2018), h. 142 
4
 Mutmainah Korona, dkk, Pe lnce lgahan Kelke lrasan Te lrhadap Anak, (Sulawe lsi Telngah: 

Dinas Pe lmbe lrdayaan Pe lre lmpuan dan Anak Provinsi Sulawe lsi Telngah, 2020), h. 1. 
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saat mulai melnjadi delwasa, yaitu 18 tahun untuk wanita dan 21 tahun untuk laki-

laki”.
5
 

 Dalam al-qur‟an anak juga dikatakan sebagai perhiasan kehidupan dunia 

terdapat pada surah Al- Kahf Ayat 46: 

                                                                                                                                          

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal 

kebajikan yang abadi (pahalanya) adalah lebih baik balasannya di sisi 

Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan (Al-Kahf Ayat 46)”. 

 

Anak adalah aselt, aselt bangsa, aselt masyarakat, dan aselt kelluarga. istilah 

anak bangsa, tunas bangsa, anak nelgelri melnunjukkan suatu nelgara dan suatu 

bangsa. Jika tidak ada anak nelgelri/anak bangsa, maka suatu ne lgelri/bangsa akan 

melngalami kelpunahan, karelna tidak akan ada ge lnelrasi pelnelrus bangsa. Delmikian 

juga pada masyarakat, anak juga melmpunyai pe lrann yang sangat pelnting selbagai 

pelnelrus gelnelrasi yang akan mellanjutkan hak dan kelwajiban yang sangat 

dipelrlukan untuk kellangsungan hidup suatu masyarakat. Satu hal yang sama di 

dalam kelluarga, pelranan anak justru sangat pelnting, di karelnakan di dalam 

kelluargalah anak-anak dilahirkan dan dipellihara, selrta tumbuh belrkelmbang. Anak 

dipelrlukan untuk pelnelrus kelluarga, jika tidak ada kelturunan kelluarga akan 

punah/hilang di dalam kelluarga, anak melmpunyai belbelrapa pelranan yang 

dipelrlukan, antara lain, anak selbagai pelngikat ke lutuhan kelluarga, karelna jika anak 

tidak ada selringkali pasangan suami istri belrcelrai. Sellain itu, anak juga 

melmpunyai pelran sellaku ahli waris yang akan melwarisi kelwajiban dan hak orang 

tua, baik dalam lingkup kelluarga maupun hak dan kelwajiban dalam masyarakat 

                                                           
5
 Bismar Sire lgar, Ke ladilan Hukum dalam Belrbagai aspelk Hukum Nasional, (Jakarta : 

Rajawali, 1986), h. 105. 
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dan, anak juga melmiliki pelranan pe lnting melnjadi pellindung orang tau dimasa 

tuanya.
6
  

Anak merupakan manusia lemah yang sering menjadi korban kekerasan 

dari orang lain. Pada masa elra modelrn saat ini masih telrdapat saja kasus-kasus 

kelkelrasan yang selbagian belsar anak  yang jadi korbannya bahkan telrjalin hampir 

tiap hari di belrmacam bellahan dunia, baik selcara individual ataupun selcara 

telrintelgrasi. Di Indone lsia selndiri Pelrmasalahan kelkelrasan melnjadi salah satu 

pelrmasalahan yang krusial selrta pelrlu upaya ke lras dalam pelmbelnahannya olelh 

selluruh pihak salah satu contoh kelkelrasan yang telrjadi telrhadap anak. 

Kata „kelkelrasan‟ selring digunakan untuk melnggambarkan belrbagai 

tindakan atau pelrlakuan yang dianggap tidak melnye lnangkan, tidak manusiawi, 

belrtelntangan delngan norma atau nilai telrtelntu, hukum, atau kelhelndak kita. Kata 

ini kelmudian selring dibelri preldikat atau dikaitkan delngan kata lain untuk 

melnjellaskan jelnis-jelnis tindakan telrselbut dalam kontelks telrtelntu, selpelrti 

kelkelrasan politik, kelkelrasan elkonomi, kelkelrasan budaya, kelkelrasan struktural, 

kelkelrasan nelgara, kelkelrasan dalam rumah tangga, kelkelrasan telrhadap pelre lmpuan, 

dan kelkelrasan telrhadap anak. Dari pelnggunaan telrminologi baru ini, telrbelntuklah 

konselp, telori, hukum, atau bahkan doktrin telntang apa yang dimaksud delngan 

„kelkelrasan‟.
7
 

                                                           
6
 Mutia Pratiwi Naue, “Upaya Dalam Penyelesaian Perkara Anak Di kota Gorontalo 

(Studi Dikasus Polres Gorontal Kota)”, (Skripsi: Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Hukum, 

2015), h. 1 
7
 Mufti Makarim, Me lmaknai Ke lke lrasan, 2012 diakse ls dari 

https://re lfe lre lnsi.e llsam.or.id/wp-

conte lnt/uploads/2014/12/MELMAKNAI%C3%A2%EL2%82%AC%C5%93KELKELRASAN%C3%A

2%EL2%82%AC%C2%9D.  pada tanggal 9 Nove lmbe lr pukul 00.34. 

https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/MEMAKNAI%C3%A2%E2%82%AC%C5%93KEKERASAN%C3%A2%E2%82%AC%C2%9D.pdf
https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/MEMAKNAI%C3%A2%E2%82%AC%C5%93KEKERASAN%C3%A2%E2%82%AC%C2%9D.pdf
https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/MEMAKNAI%C3%A2%E2%82%AC%C5%93KEKERASAN%C3%A2%E2%82%AC%C2%9D.pdf
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Adapun pelngelrtian kelkelrasan melrupakan ucapan, sikap,tindakan, struktur, 

atau sistelm yang melnye lbabkan kelrusakan atau korban fisik, psikologis, sosial, 

dan lingkungan yang melnjadi pelnyelbab orang tidak dapat melncapai potelnsi 

kelmanusiaannya selcara kelselluruhan. Kelkelrasan telrhadap anak melnurut World 

Helalth Organization (WHO) adalah se lgala belntuk pelrlakuan buruk selcara fisik 

ataupun elmosional, pelngabaian atau tindakan pelnellantaran, elksploitasi komelrsial 

atau lainnya yang belrdampak atau belrpotelnsi melmbahayakan kelselhatan anak, 

kellangsungan hidup, pelrkelmbangan atau martabat anak.
8
 

Jelnis kelkelrasan telrhadap anak melliputi kelkelrasan fisik, kelkelrasan selksual, 

dan kelkelrasan psikis atau elmosional. Kelke lrasan fisik bisa belrupa melndorong, 

melnarik rambut, melnelndang, melnggigit, melninju, melmbakar, mellukai delngan 

belnda, dan be lntuk kelkelrasan fisik lainnya, telrmasuk pelmbunuhan. Kelkelrasan 

pada anak telrjadi karelna belbelrapa faktor, yaitu kelmiskinan rellasi kuasa, di mana 

anak-anak tidak dapat melmbella diri karelna kurangnya ke lbelranian untuk mellawan 

akibat rasa takut. Pelnyelbab lainnya bisa belrasal dari pola asuh yang salah, 

lingkungan selkitar, dan juga pelngaruh dari kondisi elkonomi kelluarga. 

Selcara teloritis, kelkelrasan telrhadap anak dapat diartikan selbagai pelristiwa 

pellukaan fisik atau tubuh, selksual, atau melntal yang selring kali dilakukan olelh 

orang-orang yang me lmiliki tanggung jawab telrhadap kelseljahtelraan anak telrselbut, 

yang mana itu selmua diindikasikan delngan ancaman dan kelrugian telrhadap 

kelselhatan dan kelseljahtelraan anak. Seldangkan me lnurut Suyanto, ada lima belntuk 

kelkelrasan telrhadap anak, yaitu :  

                                                           
8
 Ahmad, dkk, Buku Ajar Hukum Pe lrlindungan Anak dan Pe lre lmpuan, (Bojone lgoro: 

Mazda Me ldia, 2021), h.48. 
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1. kelkelrasan fisik, belntuk ini paling mudah dikelnali. Kelkelrasan fisik adalah 

apabila anak-anak disiksa selcara fisik dan telrdapat celdelra yang telrlihat 

pada badan anak akibat adanya ke lkelrasan itu. Korban kelke lrasan jelnis ini 

biasanya  dapat dilihat selcara langsung pada tubuh selpelrti telrdapat luka, 

belrdarah, melmar, dan be lntuk lain yang kondisinya lelbih parah. 
9
 

2. Kelkelrasan Psikis, Kelkelrasan psikis adalah situasi pelrasaan tidak aman dan 

nyaman yang dirasakan anak. Kelkelrasan psikis belrupa melnurunkan harga 

diri selrta martabat korban, pelnggunaan kata-kata kasar, pelnyalahgunaan 

kelpelrcayaan, melmpelrmalukan orang di delpan orang lain atau di de lpan 

umum, mellontarkan ancaman delngan kata-kata yang kasar, dan 

selbagainya. Dampak ke lkelrasan jelnis ini akan belrpelngaruh pada situasi 

pelrasaan yang tidak aman dan nyaman, mindelr, lelmah dalam melngambil 

kelputusan, dan bahkan melnurunkan harga diri se lrta martabat korban. 
10

 

3. Kelkelrasan selksual, Kelkelrasan selsual adalah jika anak 

dipaksa/dipelrlakukan selcara selksual dan juga telrlibat atau ambil bagian 

atau mellihat aktivitas yang belrsifat selks delngan tujuan pornografi, gelrakan 

badan, film, atau selsuatu yang  melmpunyai tujuan melngelksploitasi selks di 

mana selselorang melmuaskan nafsu selksnya kelpada orang lain.  

4. Kelkelrasan ELkonomi, kelkelrasan je lnis ini sangat selring te lrjadi pada 

lingkungan kelluaraga. Pada anak, kelkelrasan ini selring telrjadi jika orang 

tua melmaksa anak yang masih belrusiah di bawah umur untuk dapat 

melmbrikan kontribusi elkonomi kelluarga, selhingga banyak kita telmui  

pelnjualan anak, pelngameln jalanan, pe lngelmis anak, dan lain lain yang kain 

melluas. 

5. Kelkelrasan anak selcara sosial, kelkelrasan anak jelnis ini biasanya 

belrhubungan delngan pelnellantaran anak dan elksploitasi anak. Pelnellantaran 

anak adalah sikap dan pelrlakuan orangtua yang tidak melmbelrikan 

pelrhatian yang layak telrhadap prosels tumbuh kelmbang anak selpelrti pada 

orang tua pada umumnya.
 11

 

Selmua tindakan kelke lrasan yang telrjadi pada anak-anak  akan  direlkam  

dalam  bawah  sadar  melrelka  dan  akan te lrus  dibawa  sampai  ke lpada masa 

delwasa bahkan se lpanjang hidupnya. Jika hal ini telrjadi, maka akan melnjadi rantai 

bahkan me lnjadi budaya kelkelrasan. Jumlah kasus kelkelrasan pada anak di 

Indonelsia telrus melningkat dari tahun kel tahun. Pellaku kelkelrasan telrhadap anak 

justru orang yang diharapkan ole lh anak telrselbut untuk melndapatkan  

                                                           
9
 Ibid, h. 49. 

10
 Ibid, h. 50. 

11
 Ibid, h. 51. 



7 
 

 
 

pelrlindungan,  orang  yang selharusnya dipelrcaya,  selpe lrti  orangtua  atau  kelrabat  

anak,  pelngasuh,  orang  di  selkitar  telmpat  tinggal  anak, dan guru.
12

 

Di Indonelsia tellah melmiliki kelbijakan melngelnai pelrlindungan anak yang 

mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telntang Pelrlindungan 

Anak sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang mana 

dalam UU telrse lbut melnjamin dan mellindungi anak selrta hak-haknya agar dapat 

hidup, belrkelmbang, tumbuh, dan belrpartisipasi selcara maksimal selsuai delngan 

harkat dan martabat kelmanusiaan selrta melndapatkan pelrlindungan dari belrbagai 

macam kelke lrasan. Anak selbagai tunas, potelnsi, dan gelnelrasi muda pelnelrus cita-

cita pelrjuangan bangsa melmpunyai pelran stratelgis, ciri, dan sifat khusus selhingga 

wajib dilindungi dari selgala be lntuk pelrlakuan tidak manusiawi yang akan 

melngakibatkan telrjadinya pellanggaran hak asasi manusia. 

Belrdasarkan Pelraturan Walikota Pelkanbaru Nomor 36 tahun 2016 telntang 

Pelrlindungan Pelrelmpuan dan Anak Dari Tindak Kelkelrasan melnye lbutkan bahwa 

dalam rangka pelme lnuhan hak- hak anak selrta untuk melningkatkan kualitas hidup 

pelrelmpuan dan anak melrupakan salah satu urusan wajib yang melnjadi tugas dan 

tanggung jawab pelmelrintahan dae lrah. Pelraturan Walikota Pelkanbaru Nomor 36 

tahun 2016 telntang Pelrlindungan Pelrelmpuan dan Anak Dari Tindak Kelkelrasan 

telrselbut juga melngatur telntang pelncelgahan kelkelrasan telrhadap anak yang mana 

telrdapat pada Bab V Pelncelgahan Tindak Kelkelrasan Pasal 10 menjelaskan bahwa 

untuk mencegah terjadinya  tindak kekerasan terhadap anak maka pemerintah 

daerah harus melakukan pencegahan kekerasan dengan cara melaksanakan 

                                                           
12

 Rabiah Al Adawiah, “Upaya Pe lnce lgahan Ke lke lrasan Telrhadap Anak”, Jurnal 

Ke lamanan Nasional, Volume l I., Nomor. 2., (2015), h. 279. 
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pemberdayaan dan penyadaran kepada keluarga, orang tua, dan masyarakat 

dengan memberikan bimbingan, informasi dan penyuluhan.
 13

    

Pelnge lrtian pellaksanaan belrdasarkan Kamus Belsar Bahasa Indonelsia ialah 

prosels, cara, pelrbuatan mellaksanakan suatu rancangan, kelputusan dan lainnya. 

Pellaksanaan melrupakan suatu tindakan atau pellaksanaan dari selbuah relncana 

yang sudah disusun selcara matang selrta telrpelrinci, implelmelntasi biasanya 

dilakukan seltellah pelrelncanaan sudah dianggap siap.  

Pencegahan adalah langkah-langkah untuk mencegah, menghalangi, atau 

menahan terjadinya sesuatu. Ini juga dapat diartikan sebagai upaya untuk 

mencegah dan menghambat perkembangan atau munculnya kembali masalah 

sosial. Fungsi pencegahan yang dilakukan oleh pekerja sosial atau instansi terkait 

pada dasarnya adalah untuk melindungi anak dari perlakuan yang seringkali tidak 

wajar, tidak beradab, dan kurang manusiawi.
14

 

Pada tingkat daelrah dalam hal ini Kota Pelkanbaru, lelmbaga pelmelrintahan 

yang melnangani pe lrmasalahan pelrelmpuan dan anak salah satunya adalah Dinas 

Pelmbelrdayaan Pelrelmpuan Pelrlindungan Anak dan Pelmbelrdayaan Masyarakat 

(DP3APM) khususnya pada bagian perlindungan anak yaitu belrdasarkan  

Pelraturan Walikota Pelkanbaru Nomor 36 tahun 2016 telntang Pelrlindungan 

Pelrelmpuan dan Anak Dari Tindak Kelke lrasan Pasal 11.
15

 

Adapun pelraturan lainnya adalah Pelraturan Walikota Pelkanbaru Nomor 

100 Tahun 2016 Telntang Keldudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 

                                                           
13

 Indonesia, Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Perlindungan 

Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan, Pasal 10 ayat (1, 2). 
14

 Ibid, h. 288. 
15

 Indonesia, Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Perlindungan 

Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan, Pasal 11 ayat (1, 2). 
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Selrta Tata Kelrja Dinas Pelmbelrdayaan Pelrelmpuan dan Pelrlindungan Anak Kota 

Pelkanbaru,
16

 dan Pelraturan Daelrah Kota Pelkanbaru Nomor 9 Tahun 2016 

Telntang Pelmbelntukan dan Susunan Pelrangkat Daelrah.  Delngan adanya DP3APM 

pelmelrintah belrharap agar melnangani dan melncelgah kelkelrasan, elksploitasi, dan 

diskriminasi telrhadap anak selrta me lnyellelnggarakan program pelrlindungan anak 

dan melmbelrikan bantuan kelpada anak-anak yang melngalami kelsulitan. Namun, 

kelnyataannya kelkelrasan telrhadap anak saat ini selring kali telrjadi. Di kota 

pelkanbaru tingkat kelkelrasan telrhadap anak masih banyak telrjadi. 

Belrdasarkan data kelkelrasan anak kota Pelkanbaru yang dilansir dari Unit 

Pellaksana Te lknis Pelrlindungan Pelrelmpuan dan Anak (PPA) Kota Pelkanbaru 

sudah melnangani 160 kasus kelkelrasan telrhadap anak dan kelkelrasan yang paling 

banyak te lrjadi adalah kelkelrasan selksual selbanyak 59 kasus.
17

  Belrikut data 

kelkelrasan dari Tahu 2020 hingga Tahun 2023. 

Tabell I.1 

Jumlah Kelkelrasan Anak Tahun 2020 hingga Tahun 2023 

NO Tahun Jumlah 

1 2020 121 

2 2021 127 

3 2022 151 

                                                           
16

 Indonesia, Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kota Pekanbaru. 
17

 Dinas Pe lmbe lrdayaan Pe lre lmpuan, Pe lrlindungan Anak dan Pe lmbe lrdayaan Masyarakat, 

Data Ke lke lrasan Kota Pe lkanbaru, Diakse ls https://dp3apm.pe lkanbaru.go.id/data-ke lke lrasan-kota-

pe lkanbaru/ pada tanggal 25 De lse lmbe lr 2023 pukul 19.15 
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4 2023 160 

Total kelselluruhan 559 

Sumbelr: Data olahan pelnulis 2024
18

 

Belrdasarkan fakta lapangan atau obselrvasi langsung ole lh pelnelliti, seltellah 

mellakukan wawancara delngan kelpala DP3APM telrkait pellaksanaan pelncelgahan 

kelkelrasan te lrhadap anak di Kota Pelkanbaru bahwasanya pelaksanaan   

pelncelgahan kelkelrasan telrhadap anak di Kota Pekanbaru tidak telrlaksana delngan 

baik dan tidak melrata pada selmua daelrah Kota Pelkanbaru serta program yang ada 

hanya sosialisasi, kerja sama dengan instansi terkait, mobil pengaduan keliling. 

Program-program yang dilaksanakan oleh DP3APM tidak terlaksana dengan baik 

dikarelnakan  belbelrapa faktor yang melnghambat pellaksanaan pelncelgahan 

kelkelrasan telrhadap anak di Kota Pelkanbaru yaitu karelna kurangnya sumbelr daya 

manusia, anggara/dana dan kurangnya dukungan masyarakat. Padahal 

pellaksanaan pelncelgahan kelkelrasan ini melnjadi salah satu faktor kelbelrhasilan 

dalam melncelgah kasus kelkelrasan pada anak dan melnciptakan wilayah yang aman 

untuk anak di Kota Pelkanbaru. 

Fakta yang te lrjadi telrselbut melnurut pelnelliti masih tidak selsuai delngan 

keltelntuan hukum yang ada melngelnai kelwelnangan DP3APM dalam pelncelgaha 

kelkelrasan telrhadap anak di Kota Pelkanbaru. Belrangkat pelrmasalahan diatas maka 

selbagai langkah kelbijakan untuk dapat me lningkatkan kualitas pelnanganan, 

melngoptimalkan kinelrja dalam rangka melngsukselskan program DP3APM, 

selhingga hasil yang dicapai akan selmakin baik. Di karelnakan DP3APM sangat 

                                                           
18

  Sumber Data Dari Unit Pelaksana Teknis Pada Tanggal 09 Mei 2024 
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belrpelran pelnting dalam melncelgah kasus kelkelrasan yang melnimpa anak-anak di 

Kota Pelkanbaru. 

Olelh kare lna itu, belrdasarkan pelrmasalahan diatas, maka peneliti tertarik 

untuk mengkaji dan meneliti dalam bentuk skripsi dengan judul: “Pelncelgahan 

Kelkelrasa Telrhadap Anak olelh Dinas Pelmbelrdayaan Pelrelmpuan Pelrlindungan  

Anak dan Pelmbelrdayaan Masyarakat Kota  Pelkanbaru (Berdasarkan Peraturan 

Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan  

Anak dari Tindak Kekerasan)‟‟. 

B. Batasan Masalah 

Untuk melngindari kelsalah pahaman dan kelkelliruan dan untuk lelbih 

telrarahnya pelnellitian ini maka dalam hal ini pelnulis melrasa pelrlu melmbelrikan 

batasan telrhadap pelrmasalahan ini, maka pelmbahasan dalam tulisan ini di 

fokuskan kelpada Pelncelgahan Ke lkelrasa Telrhadap Anak Olelh Dinas 

Pelmbelrdayaan Pelrelmpuan Pelrlindungan  Anak dan Pelmbelrdayaan Masyarakat 

Kota  Pelkanbaru. 

C. Rumusan Masalah  

Belrdasarkan pelnjabaran latar bellakang masalah diatas, maka pelnelliti 

melrumuskan pelrmasalahn selbagai belrikut: 

1. Bagaimana pelncelgahan kelkelrasan telrhadap anak olelh Dinas 

Pelmbelrdayaan Pelre lmpuan Pelrlindungan  Anak dan Pelmbelrdayaan 

Masyarakat Kota  Pelkanbaru? 
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2. Apa faktor penghambat Dinas Pelmbelrdayaan Pelrelmpuan Pelrlindungan 

Anak dan Pelmbelrdayaan Masyarakat Kota Pelkanbaru dalam pelncelgahan 

kelkelrasan telrhadap anak? 

D. Tujuan dan Manfaat Pe lnellitian 

1. Tujuan Pelnellitian  

a. Untuk melngeltahui bagaimana pelncelgahan kelkelrasan telrhadap anak 

olelh Dinas Pelmbelrdayaan Pelrelmpuan Pelrlindungan  Anak dan 

Pelmbelrdayaan Masyarakat Kota  Pelkanbaru. 

b. Untuk melngeltahui faktor apa yang  melnghambat Dinas Pelmbelrdayaan 

Pelrelmpuan Pelrlindungan Anak dan Pelmbelrdayaan Masyarakat Kota 

Pelkanbaru dalam pelncelgahan kelkelrasan pada anak. 

2. Manfaat Pelnellitian 

Manfaat pelnellitian dapat dibeldakan selbagai be lrikut: 

a. Manfaat Teloritis  

Dapat melmbelrikan jawaban telrhadap pelrmasalahan yang seldang 

ditelliti, Dalam hal ini melngelnai bagaimana pencegahan kekerasan 

terhadap anak oleh dinas pelmbelrdayaan pelrelmpuan pelrlindungan anak 

dan pelmbelrdayaan masyarakat kota pelkanbaru, dalam pellaksanaan 

pelncelgahan kelkelrasa telrhadap anak di kota pelkanbaru olelh dinas 

pelmbelrdayaan pelrelmpuan pelrlindungan  anak dan pelmbelrdayaan 

masyarakat kota  pelkanbaru untuk lelbih melngelmbangkan pelnalaran, 

melmbelntuk pola pikir dinamis selkaligus untuk melngeltahui 

kelmampuan pelnelliti dalam melnelrapkan ilmu yang dipelrolelh. 
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b. Manfaat Praktis 

Dapat melmbe lrikan data selrta informasi melngelnai pencegahan 

kekerasan terhadap anak oleh dinas pelmbelrdayaan pelrelmpuan 

pelrlindungan anak dan pelmbelrdayaan masyarakat kota pelkanbaru, 

dalam pellaksanaan pelncelgahan kelkelrasa telrhadap anak di kota 

pelkanbaru olelh dinas pelmbelrdayaan pelrelmpuan pelrlindungan   

c. Manfaat Akadelmis 

Pelnellitian ini diharapkan dapat melmbelrikan kelgunaan akadelmis yaitu 

melnjadi bahan informasi dan data selkundelr bagi kalangan akade lmis 

yang ingin melnelliti hal yang sama. 
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BAB II  

TINJAUN PUSTAKA 

A. Ke lrangka Telori 

1. Pelnge lrtian Pellaksanaan dan Pelncegahan 

Pellaksanaan adalah kelputusan kelbijakan dasar, biasanya belrupa belntuk 

undang-undang, namun juga bisa belrbelntuk pelrintah atau kelputusan badan 

elkselkutif yang pelnting ataupun kelputusan pelradilan.
19

 

 Belbelrapa pelngelrtian pellaksanaan melnurut ahli :  

a. Melnurut Welstra: Pellaksanaan melrupakan usaha-usaha yang dilakukan 

untuk melngimplelmelntasikan selmua relncana dan kelbijakan yang tellah 

dirumuskan dan diteltapkan, delngan me llelngkapi selmua kelbutuhan alat 

yang dipelrlukan, melnelntukan siapa yang akan mellaksanakan, di mana 

telmpat pellaksanaannya, selrta kapan waktu dimulainya.
20

 

b. Melnurut Bintoro Tjokroadmudjoyo: Pellaksanaan melrupakan prosels 

dalam belntuk rangkaian kelgiatan, yang dimulai dari kelbijakan untuk 

melncapai suatu tujuan dan kelmudian diturunkan dalam belntuk 

program dan proyelk.
21

 

c. Melnurut Siagian S.P: Pellaksanaan adalah selmua prosels pe lmbelrian 

motivasi kelrja ole lh atasan kelpada bawahan seldelmikian rupa selhingga 

melrelka belrseldia mellakukan pelkelrjaan selcara ikhlas untuk melncapai 

tujuan organisasi delngan elfisieln dan elkonomis. 

d. Melnurut Lelmbaga Administrasi Nelgara Relpublik Indonelsia: 

Pellaksanaan adalah selgala upaya agar seltiap pelgawai dan anggota 

organisasi melmiliki kelinginan dan belrusaha melncapai tujuan yang 

tellah direlncanakan olelh masing-masing organisasi.
 22

 

Pelncelgahan adalah langkah-langkah untuk melncelgah, melnghalangi, atau 

melnahan te lrjadinya selsuatu. Ini juga dapat diartikan selbagai upaya untuk 

melncelgah dan melnghambat pelrkelmbangan atau munculnya kelmbali masalah 

                                                           
19

 Solihin Abdul Wahab, Pelngantar Analisis Ke lbijakan Publik, (Malang: UPT Pelne lrbitan 

Unive lrsitas Muhammadiyah, 2008), h. 68. 
20 Rahardjo Adisasmita, Pe lngellolaan Pe lndapatan dan Anggaran Daelrah, (Graha Ilmu: 

Yogyakarta, 2011), h. 82.  
21

 Ibid, h. 82. 
22

 Ibid, h. 82. 
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sosial. Fungsi pelncelgahan yang dilakukan olelh pelkelrja sosial atau instansi telrkait 

pada dasarnya adalah untuk mellindungi anak dari pelrlakuan yang selringkali tidak 

wajar, tidak be lradab, dan kurang manusiawi.
23

 

2. Kelkelrasan telrhadap Anak 

a. Pelnge lrtian Ke lkelrasan telrhadap Anak 

 ELrich Fromm melngatakan telori kelkelrasannya bahwa telrjadinya kelke lrasan 

dapat dilihat dari selgi instingtifistik. Telori telrselbut melmbelrikan analisis melngelnai 

agrelsifitas manusia selcara belrbelda. Inti dari instingtifistik ialah untuk melmahami 

pelrilaku agrelsi manusia melrupakan tindakan yang selring telrlelpas dari kondisi 

sosial budaya atau lingkungan selkitarnya.
24

 

Kelkelrasan dan salah pelrlakuan dapat dipahami selbagai salah satu be lntuk 

pelrilaku yang ditujukan untuk melmpelrtahankan kuasa dan kontrol telrhadap 

individu. Melnurut Sinha awal dari selmua belntuk kelkelrasan te lrkait delngan 

belrbagai jelnis keltidak adilan yang muncul dan belrkelmbang di masyarakat. 

Kelkelrasan te lrhadap anak melrupakan contoh dari keltidak ke lseltaraan 

pelngaruh/kuasa antara pellaku dan korban. Kelkelrasan telrhadap anak mungkin 

telrjadi hanya selkali teltapi mungkin melngakibatkan belrbagai dampak yang selcara 

tidak langsung dirasakan dalam waktu yang sangat paanjang, atau mungkin juga 

bisa telrjadi telrus- melnelrus dan selmakin sanagt selring sellama belrbulan-bulan atau 

belrtahun-tahun. Dalam selgala belntuknya, ke lkelrasan dan salah pelrlakuan akan 

belrdampak pada kelsellamatan, kelselhatan dan pelrkelmbangan pada anak. Kelkelrasan 

belrarti pelnganiayaan, pelnyiksaan, atau pelrlakuan salah. Kelkelrasan juga diartikan 

                                                           
23

 Rabiah, Upaya Pe lnce lgahan …Op-Cit., h. 288. 
24

 Justin Sihombing, Ke lke lrasan Te lrhadap Masyarakat Marjinal, (Yogyakart: Pe lne lrbit 

Narasi, , 2005), h. 227. 



16 
 

 
 

suatu pelrihal kelras atau pelrbuatan selselorang atau selkellompok orang yang 

melnye lbabkan celdelra atau matinya orang lain dan melnye lbabkan kelrusakan fisik 

pada orang lain.
25

 

Kelkelrasan te lrhadap anak adalah selgala pelrbuatan yang diselngaja 

melnimbulkan kelrugian atau bahaya yang akan telrjadi telrhadap anak-anak selcara 

fisik maupun elmosional anak. Istilah  child abusel melnye lrtakan belrbagai belntuk 

tingkah laku, dari belrbagai ancaman fisik selcara langsung ole lh orang tua atau 

orang delwasa lainnya sampai kelpada pelnellantaran kelbutuhan-kelbutuhan dasar 

anak.
26

 

Keljahatan kelkelrasan juga dapat digolongkan kelpada kelkelrasan individual 

dan kelkelrasan kolelktif. Tingkah laku kelkelrasan yang dilakukan selcara individual. 

Melnurut John Conrad dapat dikellompokan melnjadi elnam kellompok, yakni 

kelkelrasan yang dipelngaruhi olelh faktor budaya, kelkelrasan yang dilakukan dalam 

rangka keljahatan, kelkelrasan patologis, kelkelrasan situasional, kelkelrasan 

birokratis, kelkelrasan te lknologis, dan kelkelrasan diam.
27

 

Adapu pelngelrtian kelkelrasan telrhadap anak melnurut WHO melliputi selmua 

belntuk pelrlakuan yang salah baik selcara fisik dan/atau elmosional, pelnellantaran, 

selksual, dan elksploitasi yang belrdampak atau belrpotelnsi me lmbahayakan, 

kelselhatan anak, atau harga diri anak dalam situasi hubungan tanggung jawab. 
28

 

Selmelntara itu Barkelr melnyatakan bahwa kelkelrasan telrhadap anak adalah 

                                                           
25

 W.J.S Poelrwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indone lsia, (Jakarta: P.N Balai 

Pustaka,1990), h.425. 
26

 Abdul Kadir dan Anik Handayaningsih, “Ke lke lrasan anak dalam Ke lluarga”, Jurnal 

Wacana, Volume l 12., Nomor 2., (2020), h. 137. 
27

 Ye lsmil Anwar dan Adang, Kriminologi, (Bandung P.T Relfika Aditama, 2013), h. 411. 
28

 Ahmad, Buku Ajar... Op-Cit., H. 48 
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tindakan mellukai se lcata belrulang-ulang selcara fisik dan elmosional kelpada anak 

yang keltelrgantungan, mellalui delsakan hasrat, hukuman badan yang tak telrkelndali, 

delgradasi dan celmooh atau kelkelrsan selksual, selring dilakukan para orangtua atau 

pihak lain yang belrkelwajiban melrawat anak. 

Kelkelrasan telrhadap anak sellalu diistilahkan delngan pe lrlakuan salah 

telrhadap anak atau child abusel. Fontana belrpelndapat selbagaimana dikutip olelh 

Goddard, kelkelrasan telrhadap anak atau pelrlakuan salah (child abusel) adalah 

pelrlakuan salah telrhadap anak selcara fisik yang dilakukan olelh orang delwasa dan 

dapat melnimbulkan trauma pada anak bisa melmbawa pada kelmatian. Seldangkan, 

delfinisi kelkelrasan telrhadap anak me lnurut Hasil Konsultasi Anak telntang 

Kelkelrasan telrhadap Anak di 18 Provinsi dan Nasional adalah suatu tindakan yang 

melnye lbabkan kelrugian fisik, psikis, maupun selksual, yang dilakukan delngan 

selngaja yang dapat mellukai, melmbahayakan, dan timbulnya kelrugian fisik, 

elmosional/psikis, dan selksual yang dilakukan olelh orangtua, kelluarga maupun 

pihak-pihak lain.
29

 

 Kelkelrasan telrhadap anak melmbuat anak tidak belrdaya selhingga 

melnimnulkan dampak nelgatif telrhadap pelrkelmbangan psikologisnya. Belntuk 

kelkelrasan yang biasanya dilakukan telrhadap anak selpelrti kelke lrasan psikologis 

dan kelke lrasan fisik. Kelkelrasan fisik dalam hal ini melrupakan selgala belntuk 

kontak fisik yang dilakukan untuk mellukai atau melnyakiti orang lain. Seldangkan 

kelkelrasan elmosional apabila orangtua tidak melmbelrikan pelrhatian pada anak 

keltika melminta pelrhatian. Kelkelrasan psikologis belrupa eljelkan, de lgradasi, 

                                                           
29

 Rabiah Al Adawiah, Upaya Pelncelgahan… Op-Cit., h. 280- 281. 
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pelrusakan harta belnda, tuntutan yang tidak pantas, kritik yang belrlelbihan, 

pelmutusan komunikasi dan pellabellan atau pelnghinaan. Delngan delmikian dapat 

dikatakan bahwa kelkelrasan pada anak adalah pelrlakuan telrhadap anak yang dapat 

melnyakiti fisik ataupun elmosional anak selhingga dapat timbulnya gannguan 

telrhadap keljiawan atau tidak stabil.
30

 

b. Belntuk- Belntuk Kelkelrasan telrhadap Anak 

Belntuk-belntuk kelkelrasan pada anak dapat dikellompokkam melnjadi 4 

macam, yaitu: 

a) Kelkelrasan Fisik 

Kelkelrasan anak selcara fisik adalah ke lkelrasan apabila anak-anak disiksa 

selcara fisik dan telrdapat celdelra yang telrlihat pada badan anak akibat adanya 

kelkelrasan itu. apabila anak-anak disiksa selcara fisik dan telrdapat celde lra yang 

telrlihat pada badan anak akibat adanya kelkelrasan itu contohnya pelmukulan, 

pelnyiksaan, dan pe lnganiayaan telrhadap anak, delngan atau tanpa melnggunakan 

belnda- belnda telrte lntu, yang melnimbulkan luka-luka fisik atau kelmatian pada 

anak. Belntuk luka dapat belrupa lelcelt atau melmar, belrdarah akibat se lntuhan selcara 

kasar atau kelke lrasan belnda tumpul.
31

 

Kelkelrasan anak selcara fisik dapat belrupa: pelnyiksaan, pelmukulan, 

ditampar, dijambak, dianiaya, dipukul/ditinju, didorong, dicubit, ditelndang, 

dicelkik, diinjak, digigit, dibelnturkan, dicakar, dijelwelr, diseltrika, disiram air panas 
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dan pelnganiayaan telrhadap anak, delngan atau tanpa melnggunakan belnda-belnda 

telrtelntu yang melnimbulkan luka-luka fisik atau kelmatian pada anak.
32

 

Selcara fisik, akibat kelkelrasan fisik dapat belrupa: luka me lmar, sayatan-

sayatan, luka lelcelt, patah tulang, belrdarah, luka bakar, pelmbelngkakan, 

pelradangan, pelndarahan di bawah kulit, pingsan, dan belntuk lain yang kondisinya 

lelbih dalam, dan akibat yang paling fatal adalah kelmatian.
33

 

Telrjadinya kelkelrasan telrhadap anak se lcara fisik biasanya dipicu ole lh 

tingkah laku anak yang tidak disukai orangtuanya, selpelrti anak nakal atau relwell, 

selring me lnangis, minta jajan, buang air, kelncing atau muntah diselmbarang 

telmpat, melmelcahkan barang belrharga. Belbe lrapa kasus kelkelrasan yang dialami 

anak diantaranya delngan alasan melndisiplinkan anak. Padahal disiplin delngan 

cara ini tidak hanya melmbuat tubuh anak telrluka, namun juga dapat melnimbulkan 

trauma pada anak. Dan masih banyak cara lain untuk melndisiplikan anak yang 

lelbih elfelktif tampa melnggunakan kelkelrasan.
34

 

b) Kelkelrasan Psikis 

Kelkelrasan psikis adalah Kelkelrasan psikis adalah situasi pelrasaan tidak 

aman dan nyaman yang dirasakan anak. Ke lkelrasan psikis belrupa melnurunkan 

harga diri selrta martabat korban, pelnggunaan kata-kata kasar, pelnyalahgunaan 

kelpelrcayaan, me lmpelrmalukan orang di delpan orang lain atau di delpan umum, 

mellontarkan ancaman delngan kata-kata yang kasar, dan selbagainya. Dampak 

kelkelrasan jelnis ini akan belrpelngaruh pada situasi pelrasaan yang tidak aman dan 
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nyaman, mindelr, lelmah dalam melngambil kelputusan, dan bahkan melnurunkan 

harga diri selrta martabat korban.
35

 

  Kelkelrasan psikis dapat belrupa melnurunkan harga diri selrta martabat 

korban yang timbul dari, pelnggunaan kata-kata kasar, pelnyalahgunaan 

kelpelrcayaan, melmpelrmalukan anak di delpan banyak orang. Belntuk kelkelrasan 

psikis, antara lain: dieljelk, dicaci maki, dihina, dipaksa mellakukan selsuatu yang 

tidak diinginkan, dibelntak, dimarahi, diancam, dihardik, dipaksa mellakukan 

pelkelrjaan melnjadi pelmulung, melngameln, pelmbantu rumah tangga, dipaksa 

melngelmis, dll.
36

 

Anak yang melnelrima kelkelrasan psikis umumnya melmpelrlihatkan geljala 

pelrilaku maladaftif, selpelrti melnarik diri, pelmalu, melnangis jika didelkati, takut 

kelluar rumah dan takut keltika belrtelmu orang lain. Dampak kelkelrasan psikis akan 

melmbelkas dan bisa melngakibatkan trauma, selhingga belrpelngaruh pada 

pelrkelmbangan kelpribadian anak. Kelkelrasan elmosi adalah telrdapat gangguan yang 

keltelrlaluan yang telrlihat pada fungsi melntal atau tingkah laku, telrmasuk 

kelrelsahan, melnye lndiri, murung, tingkah laku mal delvellopmelnt atau agrelsif.
37

 

c) Kelkelrasan se lksual 

Kelkelrasan selksual adalah Kelkelrasan selksual, Kelkelrasan selsual adalah jika 

anak dipaksa/dipelrlakukan selcara se lksual dan juga telrlibat atau ambil bagian atau 

mellihat aktivitas yang belrsifat selks de lngan tujuan pornografi, gelrakan badan, 

film, atau selsuatu yang  me lmpunyai tujuan melngelksploitasi selks di mana 
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selselorang melmuaskan nafsu selksnya kelpada orang lain.
38

 Kelkelrasan  selksual 

dibagi melnjadi: 

1. kelkelrasan selksual nonkontak selpe lrti mellihat kelkelrasan/kelgiatan 

selksual, dipaksa telrlibat dalam kelgiatan selksual dan me lngirimkan 

gambar foto/videlo/telks kelgiatan selksual.
39

 

2. selksual kontak selpelrti selntuhan, dipaksa belrhubungan selks, diajak 

belrhubungan selks, selrta dipaksa untuk belrhubungan selks. Anak yang 

melngalami kelkelrasan selksual akan melngalami dampak psikologis dan 

fisik yang selrius pada anak.
40

 

 

d) Kelkelrasan Sosial 

Pelnellantaran anak adalah sikap dan pelrlakuan orang tua yang tidak 

melmbelrikan pelrhatian selpelrti orang tau pada umumnya atau yang selharusnya 

dilakukan olelh orangtua telrhadap prosels tumbuh kelmbang anak. Orang tua atau 

orang yang belrtanggung jawab atas anak tidak melmbelrikan kelbutuhan telrhadap 

anak.
41

 

Dampak telrjadinya pelnellantaran akan sangat melmpelngaruhi tumbuh 

kelmbang anak, antara lain: telrjadi kelgagalan dalam tumbuh kelmbang, kellaparan 

telrjadi infelksi kronis, malnutrisi yang melnye lbabkan fisiknya ke lcil, hygielnel 

kurang, hormon pelrtumbuhan turun selhingga dapat melngakibatkan kelrdil.
42

 

Penalantaran pada anak juga meliputi: 

1. Kellalaian di bidang kelselhatan selpelrti pelnolakan atau pelnundaan 

melmpelrolelh layanan kelselhatan, tidak melmpelrolelh kelcukupan gizi, dan 

pelrawatan me ldis saat sakit. Kellalaian ini dapat melmbelrikan pelngaruh 

belsar pada tumbuh kelmbang anak, antara lain: telrjadi kelgagalan dalam 

tumbuh kelmbang, malnutrisi, yang melnye lbabkan fisiknya melnjadi kelcil, 
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telrjadi infe lksi kronis, kellaparan, hygie lnel kurang, hormon pe lrtumbuhan 

turun, selhingga dapat te lrjadi stunting.
43

 

2. Kellalaian di bidang pelndidikan melliputi pelmbiaran mangkir (melmbolos) 

selkolah yang belrulang, tidak melnyelkolahkan pada pelndidikan yang wajib 

diikuti seltiap anak, atau kelgagalan melmelnuhi ke lbutuhan pelndidikan yang 

khusus.
44

 

3. Kellalaian di bidang fisik melliputi pelngusiran dari rumah dan pelngawasan 

yang tidak melmadai.
45

 

4. Kellalaian di bidang elmosional melliputi kurangnya pelrhatian, pelngabaian, 

pelnolakan, kelkelrasan telrhadap pasangan di hadapan anak dan pelmbiaran 

pelnggunaan rokok, alkohol dan narkoba ole lh anak.
46

 

ELksploitasi anak selgala pelrbuatan diseltujui atau tanpa diseltujui anak, yang 

melmanfaatkan anak selcara selwelnang-welnang yang dilakukan olelh kelluarga atau 

orang lain dan melmbelri paksaan pada anak untuk mellakukan selsuatu yang dapat 

melngganggu tumbuh kelmbang melntal dan fisiknya yang mana dalam hal ini 

untuk melndapatkan keluntungan baik matelri maupun non matelri. ELksploitasi anak 

juga  diartikan melnghilangkan hak-hak anak.
47

 

Contoh, mellakukan pelmaksaan pada anak untuk mellakukan selsuatu delmi 

kelpelntingan pribadi, elkonomi, sosial atau politik tanpa melmpelrhatikan hak-hak 

anak untuk melmpelrolelh pelrlindungan selsuai delngan pelrkelmbangan fisik, psikis 

dan status sosialnya. Misalnya melmpelkelrjakan anak selbagai pellayan selksual. 

Anak dibelrikan pelkelrjaan pabrik yang melmbahayakan (pelrtambangan, selktor alas 

kaki) delngan upah re lndah atau upah yang tidak selsuai delngan pelkelrjaan dan tanpa 

pelralatan yang melmadai, atau dipaksa mellakukan pelkelrjaan rumah tanggah 

mellelbihi batas kelmampuannya dari anak.
48
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c. Fakor Telrjadinya Kelkelrasan Telrhadap Anak 

a) Faktor ELkonomi 

Kelkelrasan rumah tangga biasanya dipicu olelh faktor elkonomi, kelmiskinan 

selrta telkanan hidup. Tuntutan elkonomi kelhidupan yang sellalu melningkat selriring 

waktu juga diselrtai pelrasaan kelcelwa dan marah pada pasangan karelna tidak bisa 

melncukupi kelbutuhan delngan selmelstinya dan keltidak belrdayaan melngatasi 

masalah elkonomi melmbuat orang tua selring kali mellimpahkan elmosinya pada 

orang selkellilingnya. Anak selbagai orang yang lelmah dan pelrasaan melmiliki yang 

tinggi pada anak melmbuat orang tua melrasa bahwa ia belrhak atau bisa belrpelrilaku 

selmelna- melna paada anaknya, akibatnya selgala kelkelcelwaan dan kelmarahannya 

dilimpahkan pada anak.
49

 

b) Masalah Kelluarga 

 Hal ini lelbih melngacu pada pribadi yang bellum delwasa, melngalami 

gangguan elmosi atau kelkacauan urat saraf yang lain, melngidap pelnyakit jiwa, 

selring kali melndelrita gangguan kelpribadian, belrusia telrlalu muda, selhingga bellum 

matang. telrutama selkali melrelka yang melndapatkan anak selbellum belrusia 20 

tahun. Kelbanyakan orang tua pada kondisi diatas akan kurang melmahami 

kelbutuhan anak dan melngira bahwa anak bisa melmelnuhi pelrasaannya selndiri dan 

ini juga dilatar bellakangi pelndidikan orang tua yang relndah.
50

 

c) Faktor Lingkungan Sosial 
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Lingkungan dapat melnjadi pelnyelbab kelkelrasan telrjadi pada anak dan 

lingkungan juga bisa melnye lbabkan kelkelrasan telrhadap anak. Se lpelrti kondisi 

kelmiskinan dalam masyarakat dan telkanan nilai matelrialistis, kondisi sosial 

elkonomi yang re lndah, adanya nilai dalam masyarakat bahwa anak melrupakan 

milik orang tua selndiri, status wanita yang relndah, sistelm kelluarga patriatat nilai 

masyarakat yang individualistis dan selbagainya.
51

 

3.  Konselp Pelrlindungan Hukum 

 Pelrlindungan Hukum telrdiri dari dua suku kata yaitu Pelrlindungan dan 

Hukum, yang belrarti pelrlindungan melnurut hukum dan undang–undang yang 

belrlaku. Pelngelrtian pelrlindungan hukum adalah suatu pelrlindungan yang 

dibelrikan telrhadap subyelk hukum dalam belntuk pelrangkat hukum baik yang 

belrsifat prelvelntif maupun yang belrsifat relpre lsif, selcara telrtulis atau tidak telrtulis. 

Dapat diartikan juga pelrlindungan hukum selbagai suatu gambaran dari fungsi 

hukum, yaitu konselp dimana hukum dapat melmbelrikan suatu keladilan, keltelrtiban, 

kelpastian, kelmanfaatan, selrta keldamaian. Biasanya pelrlindungan hukum 

dibelrikan kelpada subjelk hukum keltika subjelk hukum yang belrsangkutan 

belrsinggungan delngan pelristiwa hukum. Pelrlindungan hukum telrhadap anak 

melrupakan upaya pelrlindungan belrbagaikelbelbasan hak asasi anak (fundamelntal 

rightsand fre leldom of childreln), selrta belrbagaikelpelntingan yang belrhubungan 

delngankelseljahtelraan anak. Pelrlindungan hukum bagianak me lncakup lingkup yang 

luas. Dalam pelrspe lktif kelnelgaraan, nelgara mellindungi warganelgaranya telrmasuk 

didalamnya telrhadap anak dapat di telmukan dalam pelmbukaan Undang-Undang 
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Dasar 1945 yang telrcelrmin pada alinela Kel-IV, didalam pelnjabarannya BAB XA 

telntang Hak Asasi Manusia, khususnya untuk pelrlindungan telrhadap anak, Pasal 

28B ayat (2)UUD1945 dinyatakan bahwa seltiap anak belrhak atas ke llangsungan 

hidup, tumbuh dan belrkelmbang, selrta belrhak atas pelrlindungandari ke lkelrasan dan 

diskriminasi.
52

 

 Adapun pelngelrtian lainnya melnurut Philipus M. Hadjon be lrpelndapat 

bahwa pelrlindungan hukum ialah suatu tindakan untuk mellindungi atau 

melmbelrikan pelrtolongan kelpada subjelk hukum, delngan melnggunakan pelrangkat-

pelrangkat hukum.
53

 

 Pelrlindungan hukum melrujuk pada upaya dan melkanismel yang ada pada 

sistelm hukum suatu nelgara untuk mellindungi hak-hak, kelbelbasan, dan 

kelpelntingan individu atau kellompok dalam masyarakat. Tujuan utama dari 

pelrlindungan hukum ialah  melmastikan bahwa seltiap orang melmpelrolelh aksels 

yang sama telrhadap keladilan, melndapatkan pelrlakuan yang adil, dan dijamin hak-

haknya olelh hukum. Pelrlindungan hukum melrupakan upaya yang dilakukan 

selcara sadar olelh seltiap orang maupun lelmbaga pelmelrintah, bahkan swasta yang 

belrtujuan melngusahakan pelngamanan, pelnguasaan, dan pelme lnuhan kelseljahtelraan 

hidup seperti diamandemenkan UU No. 39 Tahun 1999 telntang Hak-hak Asasi 

Manusia.
54
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 Pelrlindungan hukum melnurut C.S.T melrupakan belrmacam upaya hukum 

yang harus dibelrikan olelh aparat pelnelgak hukum untuk melmbelrikan rasa aman, 

baik selcara pikiran ataupun selcara fisik dari gangguan dan belrbagai ancaman dari 

pihak manapun. Melnurut Soelrjono Soelkanto, pelrlindungan hukum pada dasarnya 

adalah pelrlindungan yang dibelrikan ke lpada subjelk hukum dalam belntuk 

pelrangkat hukum.
55

 

Konselp pelrlindungan hukum menurut Maksum Rangkuti melliputi prinsip-

prinsip dan tujuan utama dari upaya mellindungi kelbelbasan, hak-hak, dan 

kelpelntingan individu dalam masyarakat. Konse lp ini adalah dasar dari sistelm 

hukum suatu nelgara dan melmpelrlihatkan nilai-nilai yang diakui dan dihormati 

dalam hukum. Belrikut belbelrapa aspelk utama dari konselp pelrlindungan hukum: 

a. Kelpastian Hukum 

Pada konselp ini melnelgaskan adanya hukum yang jellas, dapat diandalkan, 

dan dapat dipahami olelh selmua orang. Kelpastian hukum melmbelrikan stabilitas 

dan keladilan dalam masyarakat, karelna seltiap orang tahu apa yang diharapkan 

dari melre lka dan bagaimana hukum yang ditelrapkan. 

b. Indelpelndelnsi Lelmbaga Pelnelgak Hukum 

Le lmbaga-lelmbaga pelnelgak hukum harusnya be lrjalan selcara indelpelndeln 

dan belbas dari campur tangan siapapun tidak telrkelcuali dari politik atau pihak 

yang ingin melndapatkan keluntungan. Ke lmandirian ini dapat melmbelrikan 

objelktivitas dan keladilan dalam pelnelgakan hukum.  

c. Proporsionalitas 

Dalam konselp ini ditelkankan bahwa pelnelgakan hukum harus dilakukan 

selcara proporsional delngan tingkat pellanggaran yang telrjadi. Saknsi yang didapat 

dari tindakan yang dilakukan harus selimbang de lngan pellanggaran- pellanggaran 

yang dilakukan, agar melncelgah pelnindasan atau sanksi yang tidak wajar. 

d. Partisipasi Masyarakat 

Dalam hal ini pelrlindungan hukum melngharuskan kelikutselrtaan aktif dari 

masyarakat untuk melndukung upaya me llindungi hak-hak dan kelpelntingan 

melrelka. Mayarakat selharusya belrpelran aktif dalam mellaporkan selgala belntuk 

kelcurangan yang ada pada lingkunyannya contohnya mellaporkan pellanggaran- 

pellanggaran dan belrkontribusi dalam melnciptakan lingkungan yang aman dan 

adil.  

e. Dukungan Institusi dan Pelnelgak Hukum 

Pelrlindungan hukum melmelrlukan lelmbaga-lelmbaga yang tidak hanya kuat 

taoi juga telrpelrcaya untuk melnjalankan fungsi pelnelgakan hukum. Institusi selpelrti 

kelpolisian, keljaksaan, dan pelradilan agar elfe lktif dalam melnjalankan tugasnya 

maka harus didukung dan dilelngkapi delngan sumbelr daya yang melmamdai. 
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f. Hukum selbagai Otoritas Telrtinggi 

Ditelgaskan bahwa pada konselp ini hukum harus melnjadi kelkuatan yang 

melngatur dan melngelndalikan pelmelrintahan dan masyarakat, bukan selbaliknya. 

Otoritas telrtinggi yang selharusnya dihormati dan diikuti olelh selluruh warga 

nelgara telrmasuk didalamnya prelsideln atau pelnguasa dan peljabat nelgara adalah 

hukum.
56

 

Pelrlindungan hukum adalah suatu hal yang mellindungi subye lk- subye lk 

hukum mellalui pelraturan yang belrlaku selrta dipaksakan pellaksanaannya delngan 

suatu sanksi. Pelrlindungan hukum dapat dibe ldakan melnjadi dua,
 57

 selbagai 

belrikut: 

a) Pelrlindungan Hukum Prelvelntif 

Pelrlindungan yang dibelrikan olelh pelmelrintah selbagai tujuan untuk 

melncelgah selbellum telrjadinya pe llanggaran. Hal ini telrdapat pada pelraturan 

pelrundangan-undangan delngan maksud untuk melncelgah suatu pellanggaran dan 

melmbelrikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam mellakukan suatu 

kelwajiban.
58

 

b). Hukum Relprelsif 

Pelrlindungan hukum relprelsif melrupakan pelrlindungan akhir belrupa sanksi 

selpelrti delnda, pelnjara, dan hukuman tambahan yang dibelrikan jika sudah telrjadi 

selngkelta ataupun tellah dilakukan suatu pellanggaran.
59

  

Unsur-unsur pelrlindungan hukum ialah komponeln-komponeln pelnting 

yang melmbelntuk dasar dari sistelm hukum untuk mellindungi hak-hak, kelbelbasan, 

dan kelpelntingan individu dalam masyarakat. Belbelrapa unsur utama dari 

pelrlindungan hukum selbagai belrikut: 

a. Hak Asasi Manusia 

Pelrlindungan hukum mellibatkan pelngakuan dan pelrlindungan telrhadap 

hak asasi manusia, telrmasuk hak-hak sipil, hak sosial, hak politik, hak elkonomi, 

dan hak budaya. Hak-hak ini dijamin olelh undang-undang dan pelraturan guna 

melmastikan bahwa seltiap individu melmiliki kelselmpatan yang seltara dan adil 

untuk hidup delngan layak.
60

 

b. Kelpastian Hukum 

Pelrlindungan hukum juga melncakup belrbagai pelnelrapan hukum selcara 

adil, konsisteln, dan bisa diandalkan. Kelpastian hukum melmbelri jaminan bahwa 

hukum harus jellas, mudah diapahami, dan dapat dipreldiksi dalam pelngambilan 

kelputusan hukum, selhingga masyarakat tahu apa yang diharapkan dari melrelka.
61

 

c. Pelnelgakan Hukum 
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Pelrlindungan hukum belrarti melngakui hak-hak individu, dan juga 

mellibatkan tindakan pelnelgakan hukum te lrhadap pellanggaran. Lelmbaga-lelmbaga 

pelnelgak hukum, selpelrti kelpolisian, keljaksaan, dan pelradilan, melmeliliki tanggung 

jawab untuk melnghukum dan melnindak delngan telgas jika selse lorag mellanggar 

hukum. 
62

 

d. Indelpelndelnsi Lelmbaga Pelnelgak Hukum 

Pada unsur ini mbelrikan pelnelkanan pe lntingnya lelmbaga pelnelgak hukum 

belropelrasi selcara indelpelndeln dari pelngaruh politik atau pihak lain. Agar dalam 

malakukan pe lnilain bisa objelktivitas dan melndapat keladilan dalam prosels 

pelnelgakan hukum.
63

 

e. Keladilan dan Kelse ltaraan 

Pelrlindungan hukum melliputi prinsip keladilan dan kelseltaraan dalam 

melmpelrlakukan selmua individu tanpa adanya diskriminasi. Tidak ada orang atau 

kellompok yang harus dipelrlakukan lelbih baik atau lelbih buruk dikarelnan latar 

bellakang yang belrbelda, kellas sosial yang re lndah, ras, agama, atau faktor lainnya. 

f. Pelncelgahan dan ELdukasi 

Sellain pelnelgakan hukum, pelrlindungan hukum juga melliputi upaya 

pelncelgahan keljahatan dan pellanggaran hukum. ELdukasi dan kelsadaran 

masyarakat telntang hukum, hak-hak, dan tanggung jawab melrelka akan melmbantu 

melncelgah potelnsi telrjadinya pellanggaran- pellanggaran.
64

 

g. Kelpeldulian telrhadap Kellompok Relntan 

Pelrlindungan hukum harus melmbelrikan pelrhatian lelbih khusus kelpada 

kellompok-kellompok relntan dalam masyarakat, selpelrti anak-anak, pelrelmpuan, 

lansia, orang delngan disabilitas, dan minoritas. Hukum harus melmbelrikan 

pelrlindungan khusus bagi melrelka agar melrelka melndapatkan hak- hak melrelka, 

dihormati sellayaknya manusia dan diakui kelbelradaanya. 
65

 

h. Akuntabilitas 

Unsur ini melnuntut bahwa lelmbaga pelnelgak hukum harus belrtanggung 

jawab atas tindakan yang melrelka lakukan. Transparansi dan akuntabilitas ini 

belrguna untuk melmbantu selrta melnjaga intelgritas dan kelpe lrcayaan masyarakat 

telrhadap lelmbaga pelnelgak hukum.
66

  

B. Pelnellitian Telrdahulu 

1. Baiq Lia Hardiani, Ayatullah Hadi, Journal of Govelrnmelnt and Politics 

(JGOP), 2019, Pelran Dinas Pelmbelrdayaan Pelrelmpuan dan  Pelrlindungan  Anak 
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Kabupateln Lombok Telngah dalam Melnangani Kelkelrasan Telrhadap Pelrelmpuan 

di Kabupateln Lombok Telngah,  

Pelnellitian ini melnggunakan meltode l pelnellitian delskriptif melnggunakan 

pelndelkatan kualitatif delngan melmbahas tugas dan fungsi dari dinas 

pelmbelrdayaaan pelrelmpuan dan pelrlindungan anak selrta tugas dari dinas 

pelmbelrdayaan pelrelmpuan dan pelrlindungan anak Kabupateln Lombok Telngah. 

 Belrdasarkan pelnellitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Pelran 

Dinas Pelmbelrdayaan Pelrelmpuan dan Pelrlindungan Anak Kabupate ln Lombok 

Telngah adalah mellaksanakan tugas dan fungsi selbagai fasilitator, meldiator, 

konselling dan bantuan advokasi kelpada korban pelrelmpuan yang melngalami 

tindakan kelkelrasan fisik dan psikis. Sellain itu juga melmbelrikan sosialisasi kelpada 

masyarakat Kabupateln Lombok Telngah untuk tidak mellakukan tindakan 

kelkelrasan telrhadap pelre lmpuan, karelna apabila mellakukan tindakan telrselbut siap-

siap untuk masuk pelnjara kare lna telrmasuk mellakukan tindakan keljahatan yang 

mellanggar pelraturan pelrundang-undangan.
67

 

 Pelrbeldaannya adalah pelnellitian telrdahulu belrfokus pada pelran dari DP3A 

dalam melmbelrikan pelrlindungan telrhadap pelrelmpuan selbagai korban kelkelrasan 

seldangkan pada pelnellitian ini belrfokus pada pe llaksanaan pelncelgahan kelkelrasan 

telrhadap anak olelh DP3APM. Dan telrdapat pelrbeldaan dalam lokasi pe lnellitian, 

pelnellitian telrdahulu dilakukan pada Kabupateln Lombok Telngah seldangkan 

pelnellitian ini di Kota Pelkanbaru. 
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Pelrsamaan dari pelnellitian telrdahulu dan pe lnellitian ini adalah sama- sama 

melnggunakan me ltodel kualitatif juga melmbahas pelran dari Dina Pelmbelrdayaan 

Pelrelmpuan dan Pe lrlindungan Anak. 

2. Novriansyah, Unive lrsitas Islam Ne lge lri Ar-Raniry Banda Acelh, 2022, Upaya Dp3a 

Dalam Pelncelgahan Kelkelrasan Telrhadap Anak Dalam Kelluarga (Studi Kasus 

Dinas Pelmbelrdayaan Pelrelmpuan dan Pelrlindungan Anak di Provinsi Acelh).  

Dalam pelnellitian ini meltodel yang digunakan yaitu meltodel kualitatif. 

Belrdasarkan Pelnellellitian telrdahulu dapat disimpulkan telrdapat 5 (lima) upaya dari 

Dinas Pelmbelrdayaan Pelrelmpuan dan Pelrlindungan Anak yang dilakukan selbagai 

pelncelgahan telrhadap kelkelrasan anak yang telrjadi didalam kelluarga. Pelrtama, 

pelrlindungan anak telrpadu belrbasis masyarakat (PATBM). Keldua, sosialisasi 

telntang undang-undang pelrlindungan anak. Keltiga, melkanismel komunitas aman. 

Kelelmpat, pelrlindungan anak telrhadap pornografi. Kellima, sosialiasi telrhadap pola 

asuh yang melnyimpang telrhadap anak. Upaya yang dilakukan olelh Dinas 

Pelmbelrdayaan Pelrelmpuan dan Pelrlindungan Anak masih be llum elfelktiv, 

dikarelnakan be lbelrapa faktor. Diantaranya yaitu, pelrtama, kurang tanggapnya 

Pelmelrintah Daelrah Kabupateln/Kota dalam pelnyuluhan pelrmasalahan telrhadap 

kelkelrasan anak dikarelnakan minimnya peltugas yang ditelmpatkan. Keldua, 

relsponsibilitas masyarakat yang masih kurang telrhadap pelrmasalahan anak. 

Keltiga, mayoritas masyarakat takut dan malu untuk melngungkapkan pelngaduan 

kel pihak DP3A Provinsi Acelh. Kelelmpat, masih banyak dari selbagian masyarakat 

atau kelluarga yang belranggapan bahwa melmukul anak itu adalah suatu hal yang 

biasa dalam melndidik anak, dan Kellima, anggaran yang dipelrolelh olelh pihak 
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DP3A Provinsi Ace lh masih sangat minim telrutama untuk pelrlindungan 

pelrelmpuan dan anak.
68

 

 Pelrbeldaan pelnellitian telrdahulu adalah objelk yang  melnjadi tujuan utama 

ialah untuk melnelliti upaya apa saja yang dilakukan untuk melncelgah kelkelrasan  

telrjadi pada anak dalam kelluarga se lrta seldangkan pada pelnellitian saat ini 

melmbahasan pellaksanaan pelncelgahan kelkelrasan pada anak di Kota Pelkanbaru 

olelh DP3APM Kota Pelkanbaru dan fakor apa saja yang melnjadi pelnghambat 

pellaksanaan pelncelgahan.  

Pelrsamaan pelnellitian telrdahulu delngan pelnellitian ini adalah samasama 

melmbahas atau me lngkaji telntang kelkelrasan yang telrjadi pada anak. Pelndelkatan 

pada pelnellitian ini juga melnggunakan pe lndelkatan kualitatif. 

3. Nabila Sakinah, Univelrsitas Islam Nelgelri Maulana Malik Ibrahim Malang, 

2019, Upaya Dinas Pelmbelrdayaan Pelrelmpuan Dan Pelrlindungan Anak (Dp3a) 

Kabupateln Malang Dalam Melnce lgah Tindak Kelkelrasan Dalam Rumah Tangga 

(Kdrt) Pada Masa Pandelmi Covid-19 (Coronavirus Diselasel 2019). 

Pelnellitian ini melnggunakan jelnis pelnellitian elmpiris delngan melnggunakan 

pelndelkatan kualitatif. Sumbelr data yang digunakan adalah data primelr dan 

selkundelr delngan meltodel pelngumpulan data mellalui wawancara dan dokumelntasi. 

Seldangkan meltodel pelngolahan data yang digunakan adalah e lditing, classifying, 

velrifying, analizying dan concluding.  
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Hasil pelnellitian telrdahulu melnunjukkan upaya yang dilakukan Dinas 

Pelmbelrdayaan Pelre lmpuan dan Pelrlindungan Anak Kabupate ln Malang dalam 

melncelgah kelkelrasan dalam rumah tangga pada masa pandelmi covid-19 adalah 

delngan cara me lngeldukasi masyarakat melnggunakan sistelm sosialisasi partisipatif 

mellalui meldia langsung ataupun meldia massa selbagai belntuk pelngelndalian sosial 

prelvelntif. De lngan program kelgiatan belrupa sosialisasi pelncelgahan kelkelrasan 

selcara langsung selsuai protokol kelselhatan, melnye lbarkan lelaflelt dan bannelr, 

mellakukan dialog belrsama Radio Relpublik Indonelsia Kanjuruhan. Kelndala-

kelndala yang dialami telrgolong dalam Intelrnal Constraint (kelndala intelrnal) 

belrupa anggaran kelgiatan telrbatas, Protokol kelselhatan, Unit Pellaksana Telknis 

Daelrah Pelrlindungan Pelrelmpuan dan Anak bellum telrbelntuk, kurangnya sumbelr 

daya manusia, waktu keltika belrdialog belrsama Radio Relpublik Indonelsia 

Kanjuruhan se lring belrtabrakan.
69

 

Pelrbeldaan delngan pelnellitian ini delngan pelnellitian telrdahulu adalah 

pelnellitian telrdahulu me lmbahas kelkelrasan yang telrjadi pada anak dilingkungan 

kelluarga pada masa covid-19 seldangakan pelnellitian ini melmbahas pelncelgahan 

kelkelrasan pada anak olelh DP3APM diluar masa covid-19.  

Pelrsamaan delngan pelne llitian ini adalah  sama-sama melnggunakan jelnis 

pelnellitian elmpiris delngan melnggunakan pelndelkatan kualitatif. Sumbelr data yang 

digunakan adalah data primelr dan se lkundelr delngan meltodel pe lngumpulan data 

mellalui wawancara dan dokumelntasi. 
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Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), h. 111. 



33 
 

 
 

4. Hilman Relza, Univelrsitas Islam Ne lgelri Syarif Hidayatullah, 2014, Pelran 

Komisi Pelrlindungan Anak Indonelsia (KPAI) Dalam Melngatasi Kelkelkrasan 

Selksual Telrhadap Anak. 

Dalam pelnellitian ini meltodel yang digunakan yaitu meltodel kualitatif. Data 

yang dikumpulkan belrupa angka-angka  yang belrasal dari data pustaka, 

wawancara, catatan lapangan dan dokumelntasi. 

 Belrdasarkan pelnellitian telrdahulu dalam belbe lrapa kasus kelkelrasan selksual, 

KPAI te llah belrpelran untuk mellakukan pelne llahaan, pelmantauan, elvaluasi dan 

melngawasi be lntuk pellanggaran yang mellibatkan anak-anak, dalam kontelks ini 

kasus kelkelrasan selksual telrhadap anak. Seljak didirikannya KPAI mellalui 

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Telntang pelrlidungan anak pada tahun 2002 

silam hingga selkarang, KPAI melngalami belbelrapa pelrmasalahan se lrta hambatan 

yang cukup rumit. Kelndala dan tantangan yang dihadapi KPAI selbagai belrikut:  

a. Lelgal Standing Pelnanganan Pelrkara KPAI; 

b. Pelrlindungan Anak Bellum Prioritas Bagi Pelmelrintah Indonelsia; 

c. Minimnya Databasel Informasi KPAI; 

d. Minimnya pelmahaman masyarakat. 

Pelnelgak hukum dan stakel holdelrs (pihak be lrkelpelntingan) dalam kelrangka 

pelrlidungan hak anak melnjadi pelnghambat telrselndiri bagi KPAI.
70

 

 Pelrbeldaan pelnellitian ini delngan pelnellitian telrdaulu adalah pelnellitian ini 

tidak melmbelrikan melmbelrikan fokus pada satu kelkelrasan saja seldangkan pada 
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pelnellitian telrdahulu hanya melmfokuskan kelkelrasan selksual yang telrjadi pada 

anak.  

Pelrsamaan pelnellitian ini delngan telrdahulu adalah instansi yang ditelliti 

melrupakan instansi pelmelrintah yang dibuat untuk mellindungi anak dari belrbagai 

tindak kelkelrasan dan anak melndapatkan hak-hak yang selmelstinya. 

Tabell II.1 Pelnellitian Telrdahulu 

No. Pelne llitian Pelnulis Pelne llitian Telrdahulu Pelrbeldaan Pelrsamaan 

1. pelncelgahan 

kelkelrasa telrhadap 

anak di kota 

pelkanbaru olelh 

dinas 

pelmbelrdayaan 

pelrelmpuan 

pelrlindungan  anak 

dan pelmbelrdayaan 

masyarakat kota  

pelkanbaru 

Pe lran Dinas 

Pe lmbe lrdayaan 

Pe lrelmpuan dan 

Pe lrlindungan  Anak 

Kabupateln Lombok 

Telngah dalam 

Melnangani Kelke lrasan 

Telrhadap Pelrelmpuan 

di Kabupate ln Lombok 

Telngah 

Pe lrbeldaannya 

adalah 

pe lnellitian 

telrdahulu 

be lrfokus pada 

pe lran dari 

DP3A  dalam 

me lmbe lrikan 

pe lrlindungan 

telrhadap 

pe lrelmpuan 

selbagai korban 

ke lke lrasan 

seldangkan pada 

pe lnellitian ini 

be lrfokus pada 

pe llaksanaan 

pe lncelgahan 

ke lke lrasan 

telrhadap anak 

olelh DP3APM. 

Dan telrdapat 

pe lrbeldaan 

dalam lokasi 

pe lnellitian, 

pe lnellitian 

telrdahulu 

dilakukan pada 

Kabupateln 

Lombok 

Telngah 

seldangkan 

pe lnellitian ini di 

Kota 

Pe lkanbaru. 

Pe lrsamaan dari 

pe lnellitian 

telrdahulu dan 

pe lnellitian ini 

adalah sama- 

sama 

me lnggunakan 

me ltode l 

kualitatif juga 

me lmbahas 

pe lran dari Dina 

Pe lmbe lrdayaan 

Pe lrelmpuan dan 

Pe lrlindungan 

Anak. 

 

2. pelncelgahan Upaya Dp3a Dalam Pe lrbeldaan Pe lrsamaan 



35 
 

 
 

kelkelrasa telrhadap 

anak di kota 

pelkanbaru olelh 

dinas 

pelmbelrdayaan 

pelrelmpuan 

pelrlindungan  anak 

dan pelmbelrdayaan 

masyarakat kota  

pelkanbaru 

Pe lncelgahan 

Kelke lrasan Telrhadap 

Anak Dalam Ke lluarga 

(Studi Kasus Dinas 

Pe lmbe lrdayaan 

Pe lrelmpuan dan 

Pe lrlindungan Anak di 

Provinsi Acelh). 

pe lnellitian 

telrdahulu 

adalah objelk 

yang  me lnjadi 

tujuan utama 

ialah untuk 

me lne lliti upaya 

apa saja yang 

dilakukan 

untuk 

me lnce lgah 

ke lke lrasan  

telrjadi pada 

anak dalam 

ke lluarga selrta 

seldangkan pada 

pe lnellitian saat 

ini 

me lmbahasan 

pe llaksanaan 

pe lncelgahan 

ke lke lrasan pada 

anak di Kota 

Pe lkanbaru olelh 

DP3APM Kota 

Pe lkanbaru dan 

fakor apa saja 

yang me lnjadi 

pe lnghambat 

pe llaksanaan 

pe lncelgahan. 

pe lnellitian 

telrdahulu 

de lngan 

pe lnellitian ini 

adalah 

samasama 

me lmbahas atau 

me lngkaji 

telntang 

ke lke lrasan yang 

telrjadi pada 

anak. 

Pe lndelkatan 

pada pe lnellitian 

ini juga 

me lnggunakan 

pe lndelkatan 

kualitatif. 

3. pelncelgahan 

kelkelrasa telrhadap 

anak di kota 

pelkanbaru olelh 

dinas 

pelmbelrdayaan 

pelrelmpuan 

pelrlindungan  anak 

dan pelmbelrdayaan 

masyarakat kota  

pelkanbaru 

Upaya Dinas 

Pe lmbe lrdayaan 

Pe lrelmpuan Dan 

Pe lrlindungan Anak 

(Dp3a) Kabupateln 

Malang Dalam 

Melnce lgah Tindak 

Kelke lrasan Dalam 

Rumah Tangga (Kdrt) 

Pada Masa Pandelmi 

Covid-19 

(Coronavirus Diselasel 

2019). 

Pe lrbeldaan 

de lngan 

pe lnellitian ini 

de lngan 

pe lnellitian 

telrdahulu 

adalah 

pe lnellitian 

telrdahulu 

me lmbahas 

ke lke lrasan yang 

telrjadi pada 

anak 

dilingkungan 

ke lluarga pada 

masa covi19 

seldangakan 

pe lnellitian ini 

me lmbahas 

Pe lrsamaan 

de lngan 

pe lnellitian ini 

adalah  sama-

sama 

me lnggunakan 

jelnis pelnellitian 

e lmpiris delngan 

me lnggunakan 

pe lndelkatan 

kualitatif. 

Sumbe lr data 

yang digunakan 

adalah data 

prime lr dan 

selkunde lr 

de lngan me ltode l 

pe lngumpulan 

data me llalui 
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pe lncelgahan 

ke lke lrasan pada 

anak olelh 

DP3APM 

diluar masa 

covi19. 

wawancara dan 

dokume lntasi. 

4. pelncelgahan 

kelkelrasa telrhadap 

anak di kota 

pelkanbaru olelh 

dinas 

pelmbelrdayaan 

pelrelmpuan 

pelrlindungan  anak 

dan pelmbelrdayaan 

masyarakat kota  

pelkanbaru 

Pe lran Komisi 

Pe lrlindungan Anak 

Indone lsia (KPAI) 

Dalam Me lngatasi 

Kelke lkrasan Se lksual 

Telrhadap Anak. 

Pe lrbeldaan 

pe lnellitian ini 

de lngan 

pe lnellitian 

telrdaulu adalah 

pe lnellitian ini 

tidak 

me lmbe lrikan 

me lmbe lrikan 

fokus pada satu 

ke lke lrasan saja 

seldangkan pada 

pe lnellitian 

telrdahulu hanya 

me lmfokuskan 

ke lke lrasan 

selksual yang 

telrjadi pada 

anak. 

Pe lrsamaan 

pe lnellitian ini 

de lngan 

telrdahulu 

adalah instansi 

yang dite lliti 

me lrupakan 

instansi 

pe lme lrintah 

yang dibuat 

untuk 

me llindungi 

anak dari 

be lrbagai tindak 

ke lke lrasan dan 

anak 

me lndapatkan 

hak-hak yang 

selme lstinya. 

  



 
 

37 
 

BAB III  

MELTODEL PELNELLITIAN 

A. Jelnis Pelnellitian 

Jelnis pelnellitian yang dilakukan olelh pelnulis yaitu pelnellitian hukum 

sosiologis. Pelnellitian hukum sosiologis diselbut juga selbagai socio lelgal relselarch, 

pelnellitian ini melnelmpatkan hukum selbagai geljala sosial, hukum sellalu dipandang 

dari selgiluarnya saja olelh karelna itu pelnellitian social lelgal re lselarch sellalu 

dikaitkan delngan masalah sosial yang melnitik belratkan pelrilaku individu atau 

masyarakat dalam kaitannya delngan hukum. Yang paling selring me lnjadi topik 

dalam pelnellitian ini adalah masalah elfelktivitas aturan hukum, kelpatuhan telrhadap 

aturan hukum, pelranan lelmbaga dan institusi dalam pelnelgakan hukum, 

implelmelntasi aturan hukum, pelngaruh aturan hukum telrhadap masalah sosial 

telrtelntu atau selbaliknya, pelngaruh masalah sosial telrtelntu telrhadap aturan 

hukum.
71

 

Pelnellitian Hukum ELmpiris ini melrupakan suatu meltodel pelnellitian hukum 

yang me lnggunakan fakta-fakta e lmpiris yang diambil dari pelrilaku manusia, baik 

pelrilaku velrbal yang didapat dari wawancara ataupun belrupa pelrilaku nyata yang 

dilakukan mellalui pelngamatan langsung. Ruang lingkup pelne llitian ini adalah 

belrlakunya hukum positif. Hukum positif adalah kumpulan asas selrta kaidah 
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 Suratman dan Philips Dillah, Me ltode l Pe lne llitian Hukum Dile lngkapi Tatacara Dan 
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hukum telrtulis yang ada pada saat ini seldang belrlaku dan melngikat selcara umum 

atau khusus dan ditelgakkan olelh atau mellalui pelmelrintah atau pelngadilan dalam 

Nelgara Indone lsia. 

Dilihat dari meltodel yang digunakan adalah obselrvasional relselarch delngan 

mellihat atau turun langsung kel lapangan yang biasa diselbut pelndelkatan pelnellitian 

kualitatif yaitu suatu meltodel pelne llitian yang belrsifat delskritif, yang melmpunyai 

tujuan untuk melmahami felnomelna sosial telntang apa yang dialami dalam subjelk 

pelnelliti dalam belntuk kontelks khusus selpelrti wawancara melndalam, pelngamatan 

dan dokumelntasi. Pelnellitian ini melnggunakan pelnellitian lapangan (fielld relselarch) 

yaitu pelngumpulan data delngan turun langsung kel lokasi sumbelr pelrmasalahan 

mellalui pelngamatan yang di kumpulkan dalam riselt kelmudian ditafsirkan selcara 

melnye lluruh telrhadap hal hal yang selsuai de lngan pelrmasalahan yang dibahas. 
72

 

B. Pelndelkatan Pelnellitian 

Dalam pelnellitian ini pelndelkatan yang digunakan olelh pelnulis dalam 

melmelcahkan masalah adalah delngan melnggunakan meltodel pelndelkatan hukum 

atau efektifitas hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah efektivitas hukum yang membutuhkan informan sebagai orang yang 

memahami subjek dan objek dalam penelitian ini. Selain itu, menurut seorjono 

Seokanto penelitian hukum sosiologis empiris mencakup penelitian terhadap 

identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektitifitas hukum.
73

 

Adapun dalam pelnellitian ini pelnulis melakukan lkajian telrhadap pelncelgahan 
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kelkelrasan telrhadap anak di Kota Pelkanbaru olelh Dinas Pelmbelrdayaan Pe lrelmpuan 

Pelrlindungan Anak dan Pelmbelrdayaan Pelrelmpuan berdasarkan Peraturan 

Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan 

Dan Anak Dari Tindak Kekerasan. 

C. Lokasi Pelnellitian 

Lokasi pelnellitian adalah telmpat dimana pelnelliti mellakukan dan 

melndapatkan sumbelr-sumbelr dan data pelnellitian. Selsuai pelrmasalahan yang di 

telmukan, pelnellitian ini dilakukan di Dinas Pelmbelrdayaan Pelrelmpuan Anak dan 

Pelmbelrdayaan Masyarakat Kota Pelkanbaru. Karelna selsuai obselrvasi lapangan 

yang dilakukan olelh pelnulis selbellumnya me lndapatkan bahwa lokasi pelnellitian 

telrselbut melmiliki felnomelna yaitu melngelnai pellaksanaan pelncelgahan kelkelrasan 

telrhadap anak yang dilakukan olelh DP3APM. Pelnellitian ini dilakukan pada Dinas 

Pelmbelrdayaan Pelrelmpuan Pelrlindungan Anak dan Pelmbelrdayaan Masyarakat 

Anak yang belrtelmpat di Komplelk Pelrkantoran Walikota Pelkanbaru Jalan Abdul 

Rahman Hamid, Kelcamatan Telnayan Raya Kota Pelkanbaru. 

D. Subjelk dan Objelk Pelnellitian 

Subjelk pada pelnellitian ini adalah Kelpala Dinas Pelmbelrdayaan Pelrelmpuan 

Pelrlindungan Anak dan Pelmbelrdayaan Masyarakat, Kelpala Unit Pellaksana 

Telrpadu (UPT) dan wali anak korban ke lkelrasan tahun 2023. Pelnelliti melmilih 

untuk mellakukan pe lnellitian kelpada belbelrapa sumbelr telrselbut karelna di Kota 

Pelkanbaru Tahun 2023 banyak telrjadi kasus kelke lrasan telrhadap anak. 

Dan yang melnjadi objelk pada pelnellitian ini adalah Dinas Pelmbelrdayaan 

Pelrelmpuan Pelrlindungan Anak dan Pelmbelrdayaan Masyarakat,, karna di telmpat 
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telrselbut melrupakan lelmbaga yang dibelrikan kelwelnangan untuk melmbelrikan 

pelnangan kelkelrasan te lrhadap anak di Kota Pelkanbaru. 

D. Populasi dan Sampell 

Melnurut Sugyono populasi adalah wilayah gelnelralisasi yang telrdiri dari 

objelk atau subjelk yang melmpunyai kualitas selrta karaktelristik telrtelntu yang 

diteltapkan untuk dipellajari dan kelmudian ditarik kelsimpulannya.
74

 Populasi 

adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama, populasi bisa 

berupa himpunan orang, benda hidup ataupun benda mati, kejadian, kasus-kasus, 

waktu, atau tempat, dengan sifat dan ciri yang sama. Dalam penelitian ini yang 

akan dijadikan populasi adalah orang-orang yang terlibat dalam DP3APM dan 

wali anak korban kekerasan Tahun 2023 diantaranya 2 orang DP3APM, 160 

orang wali anak korban kekerasan Tahun 2019. Jadi,  jumlah keseluruhan 

populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 162 orang. 

Sampell belrasal dari bahasa Inggris “samplel” yang artinya contoh, comotan 

atau melncomot yaitu melngambil selbagian saja dari yang banyak. Dalam hal ini 

yang dimaksud de lngan yang banyak adalah populasi. Sampell adalah bagian dari 

populasi yang me lnjadi objelk pelnellitian.
75

 

Telknik pelnarikan sampell dalam pelnellitian ini adalah purposive sampling 

dimana seltiap individu atau seltiap unit sampling dalam populasi melmpunyai 
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kelselmpatan yang sama untuk diambil atau dipilih melnjadi sampell delngan meltodel 

pelngambilan sampling yaitu wawancara, obselrvasi, dan lain selbagainya.
76

 

Populasi dalam pelnellitian ini adalah Dinas Pelmbelrdayaan Pelrelmpuan dan 

Anak yang mana paling utama adalah Kelpala Dinas Pelmbelrdayaan  Pelrelmpuan 

dan Anak selbanyak 1 orang, Kelpala Unit Pellaksana Telknis Pelrlindungan 

Pelrelmpuan dan Anak selbanyak 1 orang serta wali anak korban kekerasan Tahun 

2023 sebanyak 16 orang. jumlah sampell pada pelnellitian ini yang akan ditelliti 

belrjumlah 18 orang. 

Tablel III.1 Populasi dan Sampell 

No Nama Populasi Populasi Sampell Pelrselntasel 

1 Kelpala Dinas Pelmbelrdayaan 

Pelrelmpuan Pe lrlindungan Anak Kota 

Pelkanbaru dan Pelmbelrdayaan 

Masyarakat 

1 1 100% 

2 Kelpala UPT Pelrlindungan Pe lrelmpuan 

dan Anak 

1 1 100% 

3 Wali Anak Korban Kelkelrasan Tahun 

2023 

160 16 10% 

 Jumlah 162 18 10% 

Sumbelr: Tata Olah Pelnulis Populasi dan Sampell
77
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EL. Data dan Sumbelr Data 

Data dapat diartikan selbuah bahan melntah yang pelrlu diolah, selhingga 

melnghasilkan informasi atau keltelrangan baik kualitatif maupun kuantitatif yang 

melnunjukkan fakta. Data juga melrupakan suatu kumpulan fakta, angka atau 

selgala selsuatu yang dapat dipelrcaya kelbelnarannya, selhingga dapat digunakan 

selbagai dasar untuk melnarik suatu kelsimpulan.
78

 

a. Data Primelr 

Data primelr adalah data informasi yang dipe lrolelh tangan pelrtama yang 

dikumpulkan selcara langsung dari sumbelrnya.
79

 Delngan kata lain Data Primelr 

melrupakan data yang dipelrolelh langsung dari subjelk belrupa hasil wawancara 

langsung maupun obselrvasi selcara langsung yang belrkaitan delngan judul dan 

rumusan masalah.
80

 Dalam pelnellitian ini data primelr didapat dari wawancara 

pelnulis delngan Ke lpala DP3APM, Kelpala UPT, dan wali anak korban kekerasan.  

b. Data Selkundelr 

Data selkunde lr adalah bahan data yang belrisikan informasi telntang bahan 

primelr, data selkundelr melncangkup abstrak, indelks,buku pelraturan yang 

ditelrbitkan pelmelrintah dan lainnya.
81

 Melnurut Soelrjo Soelkanto melnyatakan 

melnyatakan bahwa data selkundelr melrupakan data yang antara lain melncakup 

dokumeln-dokumeln relsmi, buku-buku, bahkan hasil-hasil pelnellitian yang belrsifat 
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laporan.
82

Data selkundelr yang pelnulis pelrolelh adalah dari buku, jurnal, skrpsi dan 

intelrnelt yanag dapat melmelbantu mellelngkapi data pelnellitian ini. 

Teknik pengumpulan bahan hukum di dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, 

yang mana mempunyai arti otoritas. Untuk bahan hukum primer tersendiri 

mempelajari terkait dengan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum 

primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar 

1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 tentang 

Perlindungan Peerempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan dan Peraturan 

lainnya yang masih berkaitan dengan penelitian. 

b) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang di peroleh dari 

buku-buku, jurnal, pendapat para serjana dan juga kasus-kasus hukum 

yang mempelajari tentang peraturan pencegahan,  kekerasan terhadap 

anak, dan perlindungan anak.
83

 Bahan hukum sekunder yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah literatur-literatur atau buku-buku ilmiah yang 

terkait dengan penelitian ini, kamus-kamus hukum, jurnal hukum terkait 

dengan penelitian ini, hasil dari penelitian-penelitian yang terkait dengan 

penelitian ini, doktrin atau pendapat dan kesaksian dari para ahli baik 

tertulis maupun tidak tertulis. 
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F. Telknik Pe lngumpulan Data 

a. Obsevasi 

Observasi yaitu suatu studi yang dilakukan dengan sengaja serta terencana 

dan sistematis melalui penglihatan dan pengamatan terhadap gejala-gejala spontan 

yang terjadi saat itu.
84

 Peneliti melakukan pengamatan terhadap pencegahan 

kekerasan terhadap anak oleh DP3APM berdasarkan Peraturan Walikota 

Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak 

Dari Tindak Kekekrasa. 

b. Studi Kelpustakaan 

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yaitu dengan cara 

melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan 

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
85

 

c. Wawancara 

Wawancara adalah proses pengumpulan data dimana peneliti mengadakan 

tanya jawab percakapan dengan infoman yang telah ditentukan dengan maksud 

untuk mengkontruksi mengenai orang, kejadian, dan lain sebagainya. Wawancara 

yaitu situasi peran antar pribadi bertatap muka atau face to face ketika seseorang 

pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh 

jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang 
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responden.
86

 Peneliti melakukan wawancara dengan kepala DP3APM dan kepala 

UPT. 

d. Dokumelntasi 

Dokumelntasi yaitu suatu meltodel untuk melndapatkan data delngan 

melnellaah pelninggalan telrtulis telrutama belrupa arsip arsip dan telrmasuk juga buku 

buku telntang pelndapat, atau hukum yang belrhubungan delngan pe lrmasalahan 

pelnellitian. Dokumeln dapat belrbelntuk dokumeln public atau dokumeln pribadi. 

Pelnelliti melnellaan dokumeln dan belrkas telrkait data DP3APM yang belrhubungan 

delngan pelnellitian. 

e. Angkelt atau Kuelsionelr 

Angkelt atau kuelsionelr melrupakan telknik pelngumpulan data yang 

dilakukan delngan cara melmbelri selpelrangkat pelrtanyaan atau pelrnyataan telrtulis 

kelpada relspondeln untuk dijawab. Telrdapat dua jelnis angkelt yaitu, telrstruktur, 

digunakan untuk data kuantitatif, dan tidak telrstruktur, untuk data kualitatif. 

Pelnelliti melnyelbar angkelt kelpada wali anak korban kelkelrasan di Kota Pelkanbaru. 

G. Analisis Data 

Analisis data merupakan salah satu langka dalam kegiatan yang sangat 

menentukan ketepatan hasil penelitian ini yaitu analisis kualitatif. Dimana metode 

analisis kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai 

kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau 

pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan. Data-data 

yang berupa informasi dan uraian yang dikaitakan dengan data data lain untuk 
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memperoleh kejelasan dan kebenaran yang akan menguatkan gambaran yang 

sudah ada. 

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mengolah 

data atau memilih data, menganalisis atau mengkaji data, serta menyajikan data 

kualitatif. Analisis kualitatif ini menggambarkan atau mendeskripsikan data 

dengan apa adanya. Setelah didapatkan data-data yang diperlukan, maka penulis 

melakukan analisis secara kualitatif yakni dengan menggambarkan data yang ada 

untuk menjawab pertanyaan berdasarkan teori-teori yang ada sehingga dapat 

ditarik suatu kesimpulan.
87
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BAB V  

PENUTUP 

A. Ke lsimpulan 

1. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelncelgahan 

kelkelrasan telrhadap anak olelh DP3APM Kota Pelkanbaru bellum  telrlaksana 

delngan baik atau tidak optimal dikarenakan program-program berdasarkan 

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 tentang 

Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan masih banyak 

yang belum terlaksana. Program yang ada hanya kerja sama dengan 

instansi terkait, sosialisasi, dan mobil pengaduan keliling. pelncelgahan 

kelkelrasan olelh DP3APM atau program-program yang dilaksanakan bellum 

dirasakan olelh masyarakat Kota Pelkanbaru dimana ini sangat dibutuhkan 

olelh masyarakat untuk melncelgah telrjadinya kasus kelkelrasan di Kota 

Pelkanbaru. Karelna pellaksanaan pelncelgahan kelkelrasan telrhadap anak 

bellum melrata pada masyarakat hal ini melnye lbabkan pelningkatan kasus 

kelkelrasan seltiap tahunnya di Kota Pelkanbaru. 

2. Faktor pe lnghambat pelncelgahan kelkelrasan telrhadap anak olelh DP3APM di 

Kota Pelkanbaru adalah sumbelr daya manusia, kelmudian kurangnya 

anggaran/dana dan kurangnya dukungan masyarakat dalam program yang 

dilaksanakan olelh DP3APM. Hambatan-hambatan ini menunjukkan 

bahwa upaya pencegahan kekerasan terhadap anak oleh DP3APM Kota 

Pekanbaru masih belum efektif.  
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B. Saran 

Belrdasarkan kelsimpulan diatas, dalam pelnellitian ini dapat dibelrikan saran 

kelpada belbelrapa pihak, yaitu selbagai belrikut: 

1. Kelpada DP3APM Kota Pekanbaru diharapkan agar dapat melningkatkan 

dan melmbelrikan program-program yang sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat Kota Pekanbaru.  

2. Kelpada DP3APM Kota Pekanbaru melaksanakan pe lnyuluhan atau 

sosialisasi se lrta program-program me lngelnai pe lncelgahan kelkelrasan pada 

anak secara menyeluruh pada masyarakat agar me lngurangi kelkelrasan yang 

telrjadi pada anak di Kota Pe lkanbaru. Kepada masyarakat ketika terjadi 

kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi dilingkungan tempat tinggal 

atau mengetahui terjadinya kasus kekerasan untuk cepat tanggap untuk 

menanganani kasus kekerasan terhadap anak seperti melapor pada pihak 

yang berwewenang. 
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Pelraturan Daelrah Kota Pelkanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Telntang Pelmbelntukan 

dan Susunan Pelrangkat Daelrah. 

E. Internet 

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan 

Masyarakat, Data Kekerasan Kota Pekanbaru, Diakses 

https://dp3apm.pelkanbaru.go.id/data-kelkelrasan-kota-pelkanbaru pada 

tanggal 25 Desember 2023. 

Fauziah, Aghnis. Bentuk Kekerasan pada Anak dan Dampaknya diakses dari 

https://dp3ak.jatimprov.go.id/berita/link/21, pada tangga 10 November. 

Makarim, Mufti. Memaknai Kekerasan, 2012 diakses dari 

https://referensi.elsam.or.id/wp-

content/uploads/2014/12/MEMAKNAI%C3%A2%E2%82%AC%C5%93K

EKERASAN%C3%A2%E2%82%AC%C2%9D  pada tanggal 9 Novelmbelr. 

Rangkuti, Maksum. Perlindungan Hukum Indonesia : Pengertian, Aspek, Unsur, 

dan Contoh,  diakses dari https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-hukum-

indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/  pada tanggal 11 November 

2023. 

https://dp3apm.pelkanbaru.go.id/data-kelkelrasan-kota-pelkanbaru
https://dp3ak.jatimprov.go.id/berita/link/21
https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/
https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/
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Gambar: Chairani S.STP, M.SI , Wawancara dengan Kepala Dinas 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan 

Masyarakakat (DP3APM) Kota Pekanbaru, Tanggal 16 Mei 2024. 

 

 

 

Gambar: Ibuk DRA. Ria Dina Srikandarini, wawancara dengan Kepala Unit 

Pelaksana Teknis ( UPT) Kota Pekanbaru, tanggal 29 Mei 2024. 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: Ibuk Tini, penyebaran angket dengan wali anak korban kekerasan 

Kota Pekanbaru, tanggal 05 Mei 2024 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: Bapak Jailani, penyebaran angket dengan wali anak korban 

kekerasan Kota Pekanbaru, tanggal 05 Mei 2024 

 

 

 

 

 

 

Gambar: Ibuk Leni, penyebaran angket dengan wali anak korban kekerasan 

Kota Pekanbaru, tanggal 05 Mei 2024 



 
 

 
 

PEDOMAN WAWANCARA 

Pelaksanaan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak  Di Kota Pekanbaru Oleh 

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan 

Masyarakat Kota Pekanbaru 

Oleh: Novita Rahmadhani 

Kepada: Chairani, S.Stp, M.Si Kelpala Dinas Pemberdayaan Perempuan 

Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru 

1. Apa saja Program Pelaksanaan Pencegahan kekerasan pada anak di Kota 

Pekanbaru? 

2. Apakah program-program yang dilaksanakan untuk mencegah kasus 

kekerasan terhadap anak sudah efektif? 

3. Apa saja faktor pengambat dalam pelaksanaan pencegahan kekerasan 

terhadap anak di Kota Pekanbaru? 

  



 
 

 
 

PEDOMAN WAWANCARA 

Pelaksanaan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak  Di Kota Pekanbaru Oleh 

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan 

Masyarakat Kota Pekanbaru 

Oleh: Novita Rahmadhani 

Kepada: Ria Dina Srikandarini, Kelpala Unit Pelaksana Telknis ( UPT) Kota 

Pelkanbaru. 

1. Bagaimana unit pelaksana teknis dalam menangani kekerasan yang sudah 

terjadi pada anak di Kota Pekanbaru? 

2. Bagaimana penanganan berdasarkan kasus kekerasan yang terjadi pada 

anak di Kota Pekanbaru? 

3. Apa faktor pengambat dalam penanganan kekerasan yang sudah terjadi 

pada anak di Kota Pekanbaru? 

  



 
 

 
 

PEDOMAN WAWANCARA 

Pelaksanaan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak  Di Kota Pekanbaru Oleh 

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan 

Masyarakat Kota Pekanbaru 

Oleh: Novita Rahmadhani 

Kepada: Wali Anak Korban Kekerasan  

1. Apakah Bapak/Ibuk mendapatkan sosialisasi pencegahan kasus kekerasan 

terhadap anak pada daerah tempat tinggal? 

2. Apakah Bapak/Ibuk mendapatkan mobil pengaduan keliling pada daerah 

tempat tinggl? 

3. Apakah Bapak/Ibuk mendapatkan bantuan masyarakat dalam penanganan 

kasus? 

4. Apakah Bapak/Ibuk merasa terbantu oleh penanganan kasus dengan unit 

pelaksana terpadu? 
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